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RINGKASAN

Sebelum melakukan tindakan penagihan pajak, fiskus harus memiliki data
teniang pembayaran pajak {dan juga tunggakan pajak) yang dilakukan oleh Wapb
Pajak. Untuk itu fiskus melakukan pemantauan pembavaran pajak vang dilakukan oleh
Waitb Pajak melalw bank, Kantor Pos, atau tempat lain vang ditunjuk untuk menenma
pembayaran pajak. Kegiatan ini akan memungkinkan fiskus mengetahui Wajib Pajak
mana saja yang telah membayar pajak dan juga Wajib Pajak vang belum melunast
Kewapbannva, untuk selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut dapat dilakukan
tindakan penagthan pajak berdasarkan Pasal 18 (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2000
selanjutnya disebut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan
demtkian maka fiskus akan dapat mengetahui apakah Wajib Pajak telah melaksanakan
kewajiban pembayaran pajak atau tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini penting
uniuk melakukan tindakan penagihan akuf, seandainya temyata Wajib Pajak tidak
membayar pajak sebagaimana mestinya sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak
vany telah ditentukan.

Peuagihan pajak vang bersifat aktif (sering disebut sebagai tindakan penagihan
akuf) merupakan tindakan berikutnya yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan
terhadap kepatuhan Wayib Pajak melunas: hutang pajaknya. Dengan mendasarkan pada
data Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran pajak maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan

maksud agar Wajib Pajak dimaksud segera melunasi utang pajaknya.
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Tindakan penagihan aktif dilakukan dengan cara fiskus menagih pajak vang
masth terutang kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang
menyatakan bahwa pajak vang telah dibayar kurang dari vang seharusnya, Surat
Teguran, dan Surat Tagihan Pajak. Surat Paksa merupakan surat perintah kepada Wajib
Pajak untuk membayar utang pajaknyva dan biaya penagihan pajak. Tindakan penagihan
PBB dengan Surat Paksa dilakukan oleh fiskus sebagai upaya untuk memaksa Wajib
Pajak untuk membayar utang pajaknya. Hal ini merupakan perwujudan dari alat paksa
vang dimiliki oleh Negara dan yang diat~ dalam hukum pajak, Pasal 13 Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan jo.Undang —
undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam
hal jumiah tagihan pajak fersebut tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak sampai
dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran Wajib Pajak tidak memenuhi
angsuran pembayaran pajak, maka penagihan pajak vang tidak atau kurang bayar
tersebut dilakukan dengan Surat Paksa Dengan demikian akan diterbitkan Surat Paksa
apabila Wajib Pajak belum atau tidak melunasi dan tidak ada itikat baik maka akan
dilanjutkan dengan diterbitkannya surat perintah penyitaan sampai dengan kemudian
diadakannva pelaksanaan lelang

Atas ketetapan pajak ini, timbul kewajiban dari Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran dalam batas waktu yarg ditentukan. Sepanjang ketetapan. pajak tersebut
dapat dibayar dan atau aset Wajib Pajak masih cukup untuk menutupinya, maka
persoalan hukumnya tidakiah kompleks dalam artian Wajib Pajak tidak sampai di
jadikan sandera untuk menjalani sanksi di dalam suaty Rumah Tahanan Negara

(RUTAN).

i
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1.1. Latar Belakang

Salah satu keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib
Pajak membayar pajak. Hanya saja apabila Wajib Pajak ternyata tidak
membayar pajak maka terhadapnya tentunya perlu diberikan tindakan tegas
untuk dapat memaksa Wajib Pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal imi
diwujudkan dalam bentuk penagthan pajak terhadap Wapib Pajak yang tidak
atau belum melunasi utang pajaknya sesuat ketentuan yang berlaku. Karena
itu tindakan penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting guna

menunjang keberhasilan pemungutan pajak.

Penagthan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Wajib Pajak
melunasi utang pajak dan biava penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan  sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah
disita. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-undang No.l9 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa.

disebutkan bahwa tujuan pelaksanaan penagihan pajak adalah guna
peiunasan utang pajak oleh Wajib Pajak, karcna itv rangkaian tindakan
penagthan pajak oleh fiskus harus diarahkan guna terpenuhinya tujuan

tersebut.

Tesis Penagihan Pajak Bumi dar! Bangunan ... Arief Wahyudi



ADLN - PerpustakaaﬁU'niveﬁsﬂas-NHgﬂg\ga_--'M—w- - -j

-
I

U ORI

1 = -y

. 5

Rangkaian tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus
pada dasarnya mencakup ftiga hal kegiatan diantaranya pemantauan
pembayaran pajak, penagihan pajak yang bersifat aktif dan penagihan pajak
dengan surat paksa. Sedangkan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000
selanjutnya disebut KUP, Pasal 18 (1) disebutkan bahwa, Surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapaan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Prtusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Sebelum melakukan tindakan penagihan pajak, fiskus harus memiliki
data tentang pembayaran pajak (dan juga tunggakan pajak) vang dilakukan
oleh wajib pajak. Uniuk itu fiskus melakukan pemantauan pembayaran pajak
yang dilakukan oleh wajib pajak melalui bank, Kantor Pos, atau tempat lain
vang ditunjuk untuk menenma pembayaran pajak. Kegiatan ini akan
memungkinkan fiskus mengetahui wajib pajak mana saja yang telah
membayar pajak dan juga wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya,
untuk selamjutnya untuk wajib pajak tersebut dapat dilakukan tindakan
penagithan pajak lebih lanjut. Dengan demikian maka fiskus akan dapat
mengetahui apakah wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pembayaran
pajak atau tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini penting untuk
melakukan tindakan penagihan yang kedua, yaitu penagihan aktif, scandainya
ternyata wajib pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sampai

dengan jatuh tempo pembayaran pajak yang telah ditentukan.
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Dalam kegiatan pemantauan pembayaran pajak ini, satu hal yang
terpenting adalah mengetahu han - han jatuh tempo pembayaran, karena hari
Jatuh tempo pembayaran ini merupakan titik tolak dilakukannya penagihan
aktif terhadap Wanb Pajak yang udak atan belum melunasi utang pajaknya
sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan pemantauan pembayaran pajak
fiskus dapat juga melakukan tindakan aktif dengan cara mengeluarkan surat
himbauan kepada Wajib Pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengingatkan Wajib Pajak agar melunasi
pajak terutangnya sebelum jatuh tempo pembayar pajak. Umumnya kegiatan
ini dilakukan dengan cara mengirimkan surat himbauan mengenai tanggal
jatuh tempo pembayaran pajak pada wajib pajak, khususnya yang memiliki
utang pajak yang cukup besar, dan juga memanfaatkan media massa dan
scpanduk gura mengingatkan masyarakat secara umum untuk membayar
pajak vang terutang.

Kegiatan ini membawa dua keuntungan, vaitu masuknya uang ke kas

. Negara tanpa harus mennnggu jatuh tempo pembayaran pajak dan Wajib
Pajak terhindar dari tindakan penagihan aktif bahkan penagihan dengan Surat
Paksa yang dilakukan oleh fiskus. Keuntungan ini tentunya sangat dirasakan
oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran Pemerintah yang harus
dilakukan setiap waktu berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab
Pemenntah. Seandainya semua Waiib Pajak menunggu saat jatuh tempo baru
melunasi pajaknya maka akan terjadi keadaan dimana pada saat sebelum jatuh

tempo tidak ada uang pajak yang masuk ke kas Negara tetapi pada saat jatuh

-
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tempo pembayaran terjadi longakan penerimaan Negara walaupun pada
akhirnya uang pajak tetap masuk ke kas Negara tetapi keadaan ini sebenamya
kurang menguntungkan dan dapat mengganggu terhadap arus kas Pemerintah,
karena pada saat Pemerintah membutuhkan uang untuk membiayat
pengeluarannya kurang tersedia uang pajak di kas Negara Pengeluaran
Pemerintah yang harus dilakukan setiap saat memang menuntut tersedianya
uang di kas Negara, dan karenanya sangat diharapkan Wajib Pajak membayar
pajak tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran pajak. Untuk itu
tindakan aktif fiskus untuk menghimbau dan mengingatkan Wajib Pajak untuk

segera melunasi kewajibannya memang perlu dilakukan.

Keuntungan kedua dapat dirasakan oleh Wajib Pajak. Himbauan dan
peringatan oleh fiskus dapat mencegah Wajib Pajak dari kelalaian (Karena
lupa) sehingga tidak membayar pajak sampai dengan jatuh tempo
pembayaran. Hal ini adalah kondisi umum dan manusiawi apabila Wajib
Pajak lupa untuk membayar pajaknya. Wajib Pajak yang membayar pajak
sebetum jatuh tempo akan diuntungkan karena tidak akan dikenakan tindakan
penagihan aktf oleh fiskus, apalagi tindakan penagihan dengan Surat Paksa,
vang akan membawa konsekuensi tambahan biaya penagihan pajak yang
harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Bagi fiskus juga kegiatan aktif ini cukup
menguntungkan karena apabila berkat himbauan yang dilakukan fiskus
kemudian Wajib Pajak membayar pajaknya sebelum jatuh tempo maka fiskus
tidak akan melakukan tindakan penagihan aktif, sehingga pada akhirnya akan

mengurangi beban kerja fiskus.
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Penagihan pajak yang bersifat aktif ( sering disebut sebagai tindakan
penagihan aktif ) merupakan tindakan berikutnya yang ditakukan oleh fiskus
berdasarkan pantauan terhadap kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak
Dengan mendasarkan pada data Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak maka fiskus dapat
melakukan tindakan penagihan aktif dengan maksud agar Wajib Pajak

dimaksud segera melunasi utang pajaknya.

Tindakan penagihan aktif dilakukan dengan cara fiskus menagih
pajak yang masih terutang kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) vang menyatakan bahwa pajak
vang telah dibayar kurang dari yang seharusnya, surat teguran, dan surat
tagihan pajak meliputi Surat Tagihan Pajak (STP) PPh, STP PPN, STP PPn
BM, STP PBB, Surat Tagihan BPHTB (STB), Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD). Surat ketetapan pajak vang menyatakan pajak yang terutang masih
kurang bayar meliputi : SKPKB PPh, SKPB PPN, dan SKPKB PPn BM, SKP
PBB, SKBKB, dan lain sebagainya.'

Apabila fiskus telah melakukan tindakan penagihan pajak secara
aktif tetapi Wajib Pajak tidak juga inembayar utang pajaknya maka fiskus

dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

lli'anca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, Penagibaan Pajak di Indonesia,cet | Malang, 2000,
h 9
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Surat Paksa merupakan surat perintah kepada Wajib Pajak untuk
membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penagihan
dengan Surat Paksa dilakukan oleh fiskus sebaga: upaya untuk memaksa
Wajib Pajak untuk membayar utang pajaknya. Hal in1 merupakan perwujudan
dari alat paksa yang dimiliki oleh Negara dan yang diatur datam hukum pajak.

Menurut Pasal 20 Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang
penagihan pajak dengan surat paksa, KUP mengatur bahwa jumlah pajak
yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang menyebabkan jumliah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak
dibayar sesuai dengan jangka waktu pembayaran pajak yang telah ditentukan
ditagth dengan Surat Paksa.

Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar
oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran
Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, maka penagihan
pajak yang tidak atau kurang bayar tersebut dilakukan dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan tidak hanya
terhadap Wajib Pajak tetapi juga terhadap Penanggung Pgjak yang sesuai
dengan ketentuan Undang ~ undang KUP diwajibkan untuk ikut bertanggung

jawab dalam pembayaran pajak vang terutang.

Dengan demikian akan diterbitkan surat paksa apabila Wajib Pajak
belum atau tidak dilunasi/tidak ada itikat baik maka akan dilanjutkan dengan
diterbrtkannya surat perintah penyitaan sampai dengan kemudian diadakannya

pelaksanaan lelang.
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Sedangkan obyek pajak yang dipilih dalam penuiisan tesis ini adalah
Penagihan PBB khususnya yang terkait dengan prosedur penyanderaan
sebagai upaya penagihan PBB dengan surat paksa, sebagai contoh kasus
disertakan implementasinya yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak
Sumbaya. Dua, Mengingat Kantor Pelayanan Pajak in1 mermmliki wilayah
penagihan yang cukup luas, vaitu di Surabaya Selatan dan Surabaya Timur.
Dalam hal ini, wilayah tersebut banyak sekali terdapat Pabrik — Pabnk besar
dan perumakn penduduk, vang tentunya tidak semua Pabnik/perumahan
dapat membayar pajak sebelum jatuh tempo vang ditetapkan oleh Kantor
Pajak schingga seringkali dilakukan upaya Penagihan tunggakan PBB pada
Wajib Pajak ataupun Pengusaha Kena Pajak Setempat. Hal yang wajar suatu
ungkapan bahwa penarnkan pajak dan anggota masyarakat merupakan suatu
pekerjaan vang tidak mudah, karena pada dasamya tidak ada orang yang
senang membayar pajak. Pandangan vyang berkembang di kalangan
masyarakat adaiah adanya anggapan bahwa pajak merupakan masalah
ekenomi, sehingga bagi sebagian masyarakat pajak merupakan beban atau
biaya. Dalam dunia bisnis, untuk efisiennya usaha, maka biaya harus ditekan
semaksimal mungkin. Kalau pajak dikategorikan dalam golongan ini, maka
berarti pajak juga harus ditekan. Masalahnya sekarang banyak Wajib Pajak
yang berupaya menekan pengeluaran pajak dengan tindakan yang melanggar

ketentuan perpajakan yang ada.
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Untuk suksesnya penerimaan pajak maka pandangan demikian harus
bergeser menjadi pandangan bahwa pajak bukan hanya urusan ekonomm,
melainkan juga urusan penegakan hukum.

Dari uraian dalam latar belakang permasalahan tesis i, hal yang
bisa diungkap adalah bahwa kewajiban perpajakan adalah kewajiban
kenegaraan, sehingga keberhasilannya tergantung dan  kemauan,
kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ke negara.
Hal tersebut tentunya tidak terlepas dan suatu realita bahwa pajak
merupakan suatu bentuk gejala sosial yang hanya terdapat dalam suatu
masyarakat, dalam artian tanpa masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak.

Semua ungkapan diatas dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa korelasi
antara pajak dan masyarakat adalah wujud korelast yang didasarkan pada
norma-norma hukum yang berlak:.

Perthal hubungan pajak dan masyarakat dapat dilihat pada
difinisi pajak yang sudah banyak dikemukakan oleh para ahli, dimana satu
dengan yang lainnya sebenarnya memiliki rujuan yang sama diantaranya
mengemukakan definisinya mengenai pajak, adalah dan :

a. Adriani mendefinistkan pajak sebagal iuran pada

negara yang dapat dipaksanakan oleh yang wajib

membayarmnya menurut peraturan-peraturan, dengan

tidak mendapat prestast kembali, yang langsung dapat

ditunjuk, dan yang gunanva adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung dengan
tugas negara untuk menyelenggarakan pemermtahan

*Santoso Brotodibardjo, Pengantar Hmu Hukum Pajak, Cet I, Bandung, 1959, h. 2.
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b. Smeets memberikan definisinya mengenai pajak yaitu
prestasi kepada pemenntah yang terhutang melalui
norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa
adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam
hal yang individual, maksudnya adalah untuk
membiayai pengeluaran pemerintah.”

¢. Rochmat Soemitro, memberikan definisinya tentang
pajak adalah peralihan kekayaan dan pthak rakyat
kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan "surplus™-nya digunakan untuk public saving yang
merupakan sumber utama untuk membiayai pubiic
investment.*

d. Kansil, pajak 1alah 1uran kepada negara yang terhutang
oleh vang wajib membayamya (Wajib Pajak)
berdasarkan undang-undang dengan fidak mendapat
prestasi (balas jasa) kembali yang langsung °

Dilihat dan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para sarjana
tersebut, maka tersimpul unsur-unsur pajak, yaitu : °

a. Pajak ialab suatu turan atau kewajiban menyerahkan sebagian
kekayaan (pendapatan) kepada negara;

b.  Perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, daiam
arti bahwa apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan
sendirinya dapat dipaksakan;

¢.  Perpindahan tni berdasarkan undang-undang atau peraturan yang

dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum;

‘ibid h 4.

*Rackmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan, 1974, h. 8.

’C.3.1. Kausil, Pengamar Hmu Hukum dan Tata Hukum indonesia, | Jakarta, 2002, b 25,
*Bohari. Pengantar Hukum Pajak, Jakarta, 2002, h. 25.
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d. Tidak ada jasa timbal (tegenprestatiej yang dapat ditunjuk, artinya
bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak
ada hubungan langsung;

¢. Uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan untuk

membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat.

Beberapa Universitas di Indonesia sering menyamakan istifah
hukum pajak dengan hukum fiskal. Kata fiscuf berasal dari kata latin yang
berart kantung uang atau keranjang uang.?

Sebenamya pengertian fiskal dengan pajak agak berbeda, kata
fiskaliteit berarti memasukkan uang sebanyak-banvaknya kedalam kas
negara termasuk denda dan sita, sedangkan pajak mempunyai tugas lain,
vaitu disamping mengisi kas negara juga mempunyai tugas mengatur
masyarakat dalam segala bidang, yaitu bidang sosial, ekonomi atau
keuangan, politik dan kebudayaan.

Berikut penulis memberikan beberapa definist mengenai hukum
pajak dari beberapa ahli hukum pajak, diantaranya :°

a. Hukum pajak menurut Bohari, adalah suatu kumpulan peraturan-
peraturan yang mengatur hubungan antara pemernntah sebagai
pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, dengan kata lain

hukum pajak menerangkan mengenat :

"Ibid . b. 28.
1bid_ h. 29,
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a.l. siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak);

a.2. objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak);

a.3. kewajiban wajib pajak terhadap pemenintah;

a.4. timbulnya dan hapusnya utang pajak;

a.5. cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan
pajak.

b. Santoso Brotodiharjo mengemukakan pendapatnya mengenai definisi
hukum pajak yaitu keseluruhan dan peraturan-peraturan yang
meliputi wewenang pemenntah untuk mengambil kekayaan
seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan
melalut kas negara, schingga ia merupakan bagian dari hukum
polittk, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara
dan orang-orang atau badan-badan (hukum) vang berkewajiban
membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak).”

c. Hukum pajak menurut Kansil adalah himpunan
peraturan - peraturan yang mengatur hubungan antara nemerintah
dan wajib - wajib pajak dan antara lain mengatur siapa-siapa dalam
hal apa dikenakan pajak (objek pajak), imbulnya kewajiban pajak,
hak-hak dan sanksi administratif maupun sanksi pidana schubungan

dengan pelanggaran atas ketentuan-ketentuannya. '

*Santoso Brotodiharrdjo, op. cir. h. 1.
"C S T Kansil, op. cit, h. 326,
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d. Y. Sri Pudyatmoko berpendapat, pengaturan dengan cara lama,
dimana dalam Undang-Undang Perpajakan sudah tercakup hukum
pajak material dan hukum pajak formal mempunyai kelebihan yaitu
lebth  memungkinkan bagi ketentuan pajak formal untuk

| menyesuaikan dengan karaktenistik hukum pajak materialnya, tetapi
penyatuan i pun memiliki beberapa kelemahan terutama bagi wajib
pajak karena akan mempersulit dalam mempelajari dan memahami

ke*>ntuan pajak yang begitu banyak dan beragam. "'

Adapun fungsi pemerintah hanya sebagai fasilitator dan pelayanan
terutama dalam bentuk pengaturan. Namun, karena pajak melibatkan
pengalihan daya beli dant sektor privat ke sektor publik, pengawasan dan
pembinaan serta penegakan kepatuhan merupakan tugas utama pemerintah
agar kepatuhan dan kesadaran masyarakat pembayar pajak semakin
meningkat. Sarana pengawasan dan penegakan hukum administrasi pajak
vang digunakan agar mekanisme pajak berjalan dengan baik dengan tingkat
kepatuhan yang tinggi adalah pemeriksaan yang tujuannya adalah untuk
menguji kepatuhan Wajib Pajak, menctapkan pajak dan untuk tujuan
lainnya. Produk akhir dari tindakan pemeriksaan ini salah satunya adalah
keluamya produk hukum berupa surat ketetapan pajak  yang

kemungkinannya menimbulkan tambahan utang pajak terhadap wajib pajak.

'Y $ri Pudyatmoko, Pengantar Hukwm Pajak. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, h. 34
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Atas ketetapan pajak ini, timbul kewajiban dan Wajib Pajak untuk
melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan. Sepanjang
ketetapan, pajak tersebut dapat dibayar dan atau aset Wajib Pajak masih
cukup untuk menutupinya, maka persoalan hukumnya tidaklah kompleks
dalam artian Wajib Pajak tidak sampai di jadikan sandera untuk menjalani

sanksi di dalam suatu Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti
mencoba untuk memetakan perumusan masalah ke dalam dua topik berikut

ni:

1.2.1. Pengaturan penagihan PBB, baik secara penagihan biasa maupun
dengan surat paksa.
1.2.2. Sistem penagihan PBB dan Prosedur penagthan PBB dengan surat

paksa.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisa Landasan hukum pengaturan
penagihan PBB, baik secara penagihan biasa maupun dengan surat
paksa.

1.3.2. Untuk mengetahu dan menganalisa sistem Penagihan PBB dan

Prosedur penagihan PBB dengan surat paksa.
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1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
berbagai pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung,
khususnya bagi para petugas supaya dalam melaksanakan penagihan pajak
sesual peraturan yang berlaku pada Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua.

Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1.4.1. Bagi duma iimu pengetahuan, dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan pemerkayaan informasi tentang pengaturan
penagihan PBB terutama melalui penagihan biasa dan

penagihan dengan surat paksa.

1.42. Sebagai bahan kajian dalam rangka menyumbangkan
pemahaman tentang prosedur penagihan pajak dengan surat

paksa, khususnya yang terkait dengan prosedur penyanderaan

1.5. Metode Penelitian -

1.5.1. Pendekatan Masalah

Penehtian 1 dilakukan dengan memakal metode penelitian
hukum melalui pendekatan “statute approach”, yaitu dengan melihat
dan mengkaji aturan hukum yang berlaku, yang berkaitan dan relevan
dengan pokok permasalahan, dalam hal ini khusus yang terkait dengan

pengaturan tentang penagthan Pajak Bumi dan Bangunan.
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1.5.2. Bahan Hukum

Sumber bahan dalam penelitian ini diperoieh dan bahan -
bahan kepustakaan baik yang bersumber pada peraturan perundang —

undangan maupun pada literatur — literatur, dan media massa/cetak.

1.5.3. Prosedur pengumpulan dan pengolahan baban bukum

Langkah awal pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan
menginventarisasi peraturan perundang - undangan dan Keputusan
Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan penagihan PBB dan
penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Paksa.
Berikutnya dilakukan inventarisasi yang berasal dan literatur —
literatur, hasil penelitian, Peraturan perundang — undangan, media
massa/cetak. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan terhadap

bahan — bahan yang relevan..

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini diawali dengan " Pendahuluan "
sebagai Bab I, yang mengemukakan latar belakang masalah dan
perumusannya, tujuan dan manfaat penclitian agar penulisan ini mengarah
pada hal-hal yang dimaksud dan metode penelitian serta diakhid dengan

sistematika penulisan,
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Selanjutnya Bab II membahas mengenai pengaturan penagihan Pajak
Bumi dan Bangunan. Uraian Bab imi merupakan landasan hukum untuk
penagihan pajak pasif, penagihan pajak aktif, penagihan pajak sckaligus
maupun penagihan dengan menggunakan surat paksa yaitu dengan
pencegahan dan penyanderaan.

Bab Ill mengulas mengenai sistem dan prosedur dalam upaya
penagihan PBB dengan surat paksa. Uraian pada bab ini memuat tentang
prosedur (sistem) yang meliputi Surat Tagihan Pajak {(STP), Surat Tegoran,
Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan aset Wajib
Pajak/Penanggung Pajak dan juru sita pajak dan Pelelangan. Serta dalam bab
ini juga menjelaskan tentang prosedur penyvanderaan scbagat upaya
penagiban pajak dengan surat paksa.

Akhimya Bab IV merupakan perutup yang bensikan kestmpulan
dari pembahasan yang diuratkan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab
ini Juga bensi saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk
menanggulangi permasalahan yang terkait dengnan penagihan PBB,
khususnya yang terkant dengan penyanderaan Wajtb Pajak/Penanggung

Pajak PBB.
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BAB 11

PENGATURAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I1.1. Landasan Hukum Untuk Penagihan Pajak Biasa

11.1.1. Penagihan Pajak Pasif Dan Penagihan Pajak Aktif

Undang-undang perpajakan menentukan suatu jangka waktu
daluwarsa sejak saat terutang pajak. Apabila setelah lewat waktu yang
ditentukan ternyata. tidak dilakukan pembayaran, maka Dirjen Pajak akan
mengambil tindakan penagihan pajak. Menurut pasal 18 Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2000 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
menyatakan bahwa urutan tahapan penagihan yang dilakukan fiskus
adalah : penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, pelaksanaan.
sita, pengumuman lelang, dan pelaksanaan lelang. Sedangkan dalam
Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumit dan
Bangunan disebutkan dalam pasal 13 menyatakan bahwa jumlah pajak
yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak vang tidak dibayar pada

waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Rochmat Soemitro dan Zainal Muttagin, Pajak Bumi dan Bangunan, Bandung, 2001, k. 97.
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Seperti disebutkan diatas proses penagihan dilakukan dengan
penerbitan surat feguran, surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan
tindakan paksa yang lain yang bersifat lebih keras, seperti penyitaan,
pelelangan, dan sebagai upaya terakhi? adalah pencegahan dan
penyanderaan terhadap din Penanggung Pajak.

Lebih jelas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 18
menyebutkan bahwa dasar penagihan pajak yang dilakukan oieh Dirjen
Pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapa~ Pajak Kurang
Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, vang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah. Dan juga disebutkan dalam Undang-undang Normor 12 tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pasal 12 disebutkan
bahwasannya Surat Pembernitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan
Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.

Dengan dikinmkannya Surat Ketetapen Pajak (SKP) atau Surat
Tagihan Pajak (STP) kepada Wanb Pajak diharapkan melunas: utang
pajaknya, namun bila dalam waktu satu bulan belum ada itikad baik untuk
melunasi sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran maka tujuh
hari kemudian akan diterbitkan Surat Teguran oleh pihak Kantor
Pelayanan Pajak. Hal ini untuk member: kesempatan kepada Wajib Pajak
unfuk segera melunasi utang pajak dalam 21 (dua puluh satu) hari dan

tanggal Surat Teguran sebelum dilakukan tindakan penagihan benkuinya.
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Apabila setelah melalui tindakan penagihan yang bersifat pasif tersebut
Wapb Pajak masih belum melakukan pembayaran, maka akan dilanjutkan
dengan tindakan penagihan yang lebih aktif.

Fiskus dalam melakukan penagihan pajak secara aktif, dalam arti
tidak hanya mengirimkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan
Pajak (STP) saja tetapt dengan ditkuti tindakan penyitaan dan difanjutkan
dengan pelaksanaan lelang. Apabila setelah tanggal jatuh tempo dalam
Surat Teguran belum juga dilunasi utang pajaknya maka berdasarkan
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang
Penagthan Pajak dengan Surat Paksa, maka terhadap Wajib Pajak tersebut
diterbitkan Surat Paksa yang isinya agar Wajib Pajak segera melunasi
utang pajaknya. Namun sebelumnya, apabila teadi suatu peristiwa atau
keadaan yang mendesak dan untuk menjaga kemungkinan tejadnya
sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih,
Maka pejabat diben wewenang untuk menerbitkan surat perintah

penagihan pajak "

I1.1.2. Penagihan Pajak seketika dan sekaligus

Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983
Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun

2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

“Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, op.cit, h. 8.
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Dalam Penagihan Seketika dan Sekaligus diatur dalam Pasal 20
ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Secbagimana diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat diterbitkan dalam hal

a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya atau berniat untuk ttu;

b. Penanggung Pajak memindahkan barang-barang yang dimiliki
atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan usahanya di Indonesia.

c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan:

1) Membubarkan badan usahanya;

2) Memindah tangankan usahanya;

3) Menggabungkan usahanya,

4) Melakukan perubahan bentuk usahanya.

d) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara atau terjadi penyitaan
atas barang-barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau

terdapat tanda-tanda kepatlitan.

Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yaitu:
a) Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

b) Tanpa didahului Surat Teguran;
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¢) Sebelum jangka wakiu 21 harn sejak Surat Teguran diterbitkan;

d) Sebeium penerbitan Surat Paksa.
I1.2. Landasan Hukum Untuk Penagiban Pajak Dengan Surat Paksa

IL2.1. Pencegahan

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka
20 pengertian pencegahan adatah adalah larangan yang bersifat sementara
terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara
Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan dimaksudkan
untuk mempermudah pelaksanaan penagihan pajak. Dengan menghambat
kebebasan penanggung pajak untuk bepergian ke luar negeri diharapkan
penanggung pajak mau melunast v*ang pajaknya. Pelaksanaan pencegahan
dilaksanakan berdasarkan peraturan permundang-undangan yang berlaku,
yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pasal 29 lndang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menetapkan
bahwa pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak
vang mempunyal jumlah utang pajak sckurang-kurangnya sebesar Rp
100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam
melunast utang pajak. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh fiskus
terhadap penanggung pajak dipertukan sebagai salah satu upaya penagihan

pajak. Namun, agar pelaksanaannya tidak sewenang-wenang, maka dalam

pelaksanaan pencegahan sebagal upaya penagihan pajak diberikan syarat-

2
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syarat terietu, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat
kualitatif. Syarat yang bersifat kuantitatif adalah penanggung pajak harus
memenuhi syarat memiliki utang pajak dalam jumlah tertentu, yaitu
sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah}. Syarat
yang kedua adalah bersifat kualitatif, yakni penanggung pajak diragukan
itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Kedua syarat im harus
terpenuthi dan harus ditaati oleh fiskus sehingga tindakan pencegahan
harus dilaksanakan secara sangat selektf dan han-hati.

Pencegahan terhadap penanggung pajak vang memenuht syarat
kuantitatif dan kualitatif hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
pencegahan vang diterbitkan oleh Mentent Keuangan atas permintaan
pejabat yang berwenang melakukan tindakan penagihan pajak atau atasan
pejabat yang bersangkutan. Dengan demukian pelaksanaan pencegahan
hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1992 tentang Keimigrastan yang antara lain menentukan bahwa
yang berwenang dan bertanggung jawab atas pencegahan adalah Menteri
Keuangan sepanjang menyangkut urusan piutang negara.

Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa kewenangan untuk melaksanakan penagihan pajak diserahkan
kepada pejabat tertentu sesuai dengan jenis pajak yang bersangkutan.
Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan

memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan
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Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang,
Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah
Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak
schubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi éebagian atau
sefuruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Pejabat
yang dimaksud adalah:

a. Kepala KPP untuk penagihan PPh, PPN, dan PPn BM

b. Kepala KP PBB untuk penagihan PBB dan BPHTB;

c¢. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi untuk penagihan

pajak propinsi; dan

d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota untuk

penagihan pajak kabupaten/kota.
Keputusan pencegahan memuat sekurang - kurangnya :

a. ldentitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan,

k. Alasan untuk melakukan pencegahan; dan

¢, Jangka waktu pencegahan.

Jangka waktu pencegahan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan
dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (emam) bulan. Hal ini
sesuai dengan jangka waktu pencegahan yang ditetapkan oleh Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1992 dalam hal pelaksanaan pencegahan karena

alasan piutang negara. Keputusan pencegahan terhadap Penanggung Pajak
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Disampaikan kepada penanggung pajak yang dikenakan
pencegahan, Mentert Kehakiman, pejabat yang memohon pencegahan,
atasan pejabat yang bersangkutan, dan kepala daerah setempat.
Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai
penanggung pajak wajib pajak badan atau ahli waris dari wajib pajak.

Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan
hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, utang pajak hapus
apabila sudah dibayar lunas atau karena daluarsa. Dengan demukian,
pencegahan penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak.
Oleh karena itu, sekalipun terhadap penanggung pajak telah dilakukan
pencegahan, tindakan penagihan pajak tidak terhenti dan tetap dapat
dilaksanakan sampal wajib pajak atau penanggung pajak melunas: pajak

yang terutang ditambah dengan braya penagihan pajak.

IL2.2. Penyanderaan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya terhadap wajib
pajak yang tidak melunasi utang pajaknya dapat dilakukan tindakan
penyanderaan. Menumt Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1
angka 21 yang dimaksud dengan penyanderaan adalah pengekangan
sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya
di tempat tertentu. Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian istilah

yang bersifat teknis dan baku yang dipergunakan dalam pelaksanaan
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penyanderaan. Rumusan pengertian istilah ini diperlukan untuk mencegah
adanya salah penafsiran dalam melaksanakan ketentuan perundangan yang
berlaku schingga dapat memben kemudahan dan kelancaran, baik bagi
wajib pajak atau penanggung pajak maupun bagi fiskus dalam
melaksanakan hak dan icewajibannya.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak
yang tidak melunast utang pajaknya setelah lewat jangka waktu 14 hari
sejak tanggal Surat Paket dibenitahukan kepada penanggung pajak.
Penyanderaan hanya dapat dilakukan apabila penanggung pajak memenuhi
syarat kuantitatif dan syarat kualitatif untuk dilakukannya penyanderaan
sesual dengan ketentuan Undang-Undang PPSP. Penyanderaan terhadap
penanggung pajak hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah
Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat tzin tertulis
dani Menteri Keuangan atau gubernur. Persyaratan izin penyanderaan dari
Menter: Keuangan atau gubemur dimaksudkan agar penyanderaan
dilakukan secare sangat selektif dan hati-hati. Oleh karens itu, pejabat
tidak boleh menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan sebelum mendapat

izin tertulis dari Menteri Keuangan atau gubernur.
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BAB HI
SISTEM DAN PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN DENGAN SURAT PAKSA

Sistem Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Surat Paksa

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur
atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
membesitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah
distta."

Selanjutnya dalam melaksanakan aktivitasnva, KP.PBB
Surabaya Dua didukung oleh unit-unit atau bagian-bagian vang ada,
termasuk dalam melakukan penagihan secara aktif, unit-unit atau bagian-
bagian tersebut berada dalam suatu sistem penagihan. Sementara ity,
sistem penagihan pa;jak didefinisikan sebagai serangkaian subsistem
sebagai satu kesatuan, saling berinteraksi untuk mendukung tindakan agar
Wajib Pajak/Penaggung Pajak melunasi hutang dan membayar penagihan

pajak tersebut.

*Mardiastao, Perpajakan, Penerbit Andi, Yoegyakarta, 2002 h 45
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KP PBB Surabaya Dua memihki pola penagihan PBB dengan
cara penode sampar dengan jatuh tempo ketetapan 2004 penagihan
difokuskan untuk tunggakan 2003 dan tahun sebelumnya, setelah jatuh
tempo sampai dengan akhir tahun difokuskan untuk ketetapan tahun
berjalan.

Tindakan penagihan dilakukan atas utang pajak vang tidak
dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam jangka waktu yang
telah ditentukan. Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus
dibayar termasuk sanksi administrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam
STP, SKPKP, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT,STB, SKBKB, SKBKBT,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah."

Dalam melaksanakan Penagihan Pajak di KP.PBB Surabaya Dua

ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan yaitu meliputi :

II.1.1  Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Surat untuk melakukan tagihan
pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat
Tagihan Pajak (STP) dikeluarkan KP.PBB Surabaya Dua apabila Surat
Pembenitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dalam tahun berjalan tidak atau
kurang dibayar setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo, dari hasil

penclitian Surat Pembernitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak

"Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Pedoman Penagihon FPajak, Jakana,
2005, h 5.
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sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Wajib Pajak dikenakan
sanksi admistrasi berupa denda dan atau bunga.

Fungsi dari Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan korekst atas
jumlah pajak yang terutang Surat Pajak Tahunan (SPT) Wajib Pajak dan
sebagai Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda
serta sebagai alat untuk menagth pajak.

Dalam hal ini Kekuatan Hukum Surat Tagihan Pajak (STP)
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak,
sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat

Paksa.’®

HLL.2.Surat Teguran

A. Dasar Hukuxn.

Untuk menerbitkan Surat Teguran KP.PBB Surabaya Dua
memiliki Dasar Hukum untuk melaksanakannya yaitu Pasai 8 ayat (2)
i}ndang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 3
Keputusan Menteri  Keuangan Republik  Indonesia Nomor 56
/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penagihan Seketika Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa,

Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

““Mardiasmo, op.cit., h.30.

) ) ) ) 2
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Nomor 561/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penagihan Seketika Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa."
Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak
{STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKB) tidak dilunasi sampai melewati
tyuh (7) hart dan batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal
diterbitkannya). *
HL1.3. Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa
A. Sejarah Surat Paksa
Dalam sejarah pemungutan pajak di Indonesia, terdapat
perkembangan tentang kekuatan hukum Surat Paksa, dikaitkan dengan
periu tidaknya Surat Paksa ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini dapat
dilihat pada masa berikut ini : *°
a. sebelum tahun 1942 Surat Paksa dapat dilaksanakan oleh fiskus
tanpa melalui keputusan hakim. Hal ini sesuai dengan Reglement op
de Rechtsoverdering dengan pelaksanaan melatui Pasal 5 sub 1 Stbl
1859 No. 267;
b. Sejak Tahun 1942 sampai dengan 1957 pelaksanaan Surat Paksa oleh
fiskus harus melalut keputusan hakim. Hal ini didasarkan pada HIR

Stbl. 1941 Nomor 44;

'"Departemen Keuangan R1. Direktorat Jenderal Pajak, loc.cit.
"*Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Yogyakarta, 2005, h.174.

PPusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan, Departemen Keuangan RI, Modul Penagihan,
Jurusita, dan Lelang, Modul Intemn Pusdik!at Perpajakan, h. 48.
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¢. Sejak Tahun 1957 dilakukan perubahan di mana Surat Paksa dapat
dilaksanakan oleh fiskus tanpa melalwi persetujuan hakim. Hal imi
didasarkan pada Undang-Undang Darurat No 27 tahun 1957 yang
kemudian setelah diadakan perubahan dan tambahan disahkan
menjadi Undané—Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa; dan

d. Sejak Tahun 1997 sampat dengan sekarang ketentvan dalam
Undang-Undang Nemor 19 Tahun 1959 diganti menjadi Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang kemudian dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, di mana Surat Paksa dapat
dilaksanakan oleh jurusita pajak tanpa peduli persetujuan hakim.
Dengan demikian ketentuan ini hanya mempertegas ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959

B. Dasar Hukum

Dalam Penerbitan Surat Paksa KP PBB Surabaya Dua memiliki
dasar hukum untuk melaksanakannya diantaranya vaitu - Pasal 8
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa, Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 561/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Sekaligus Dan
Pelaksanaan Surat Paksa, Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 564/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000

tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar
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Wwilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa, Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-21/PJ/2002 tanggal 11  Januari
2002 tantang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang

Menerbitkan Surat Paksa. ®
C. Karakteristik Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutonal dan
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan pengertian Surat
Paksa maka dapat disimpulkan ada beberapa karakteristik Surat Paksa,

yaitu ; *'

1. Surat Paksa berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA;

2. Surat Pai(sa mempunyat kekuatan hukum yang sama dengan grosse
akta dan putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat
diminta banding lagi pada hakim atasan (pengadilan yang lebih

tinggi);

*Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, op.cir., h.6.
*'panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, op.cif h.62.
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3. Surat Paksa mempunyai fungs:i ganda, yaitu menagih pajak dan
menagh bukan pajak (biaya-biaya penagthan). Dengan demikian
yang dapat ditagith dengan Surat Paksa adalah semua jenis pajak
pusat dan pajak daerah serta biaya penagihan pajak, yang terdin dari:

a. pajak pusat,

b. pajak daerah,

c. kenaikan,

d. denda (bukan denda pidana),
e. bunga, dan

f. biaya penagihan pajak.

4. Surat Paksa dilaksanakan oleh jurusita pajak, baik jurusita pajak
pusat maupun jurusita pajak daerah, yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang serta diberi tugas secara resmi untuk menyvampaikan
Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak; dan

5. Surat Paksa yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau

penyanderaan / pencegahan oleh jurusita pajak yang berwenang.
D. Penerbitan Surat Paksa

Sesuai dengan jadwal pelaksanaan penagihan pajak, maka apabila
Wapb Pajak/Penanggung Pajak tidak melunast setelah dilakukan

imbauan, segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran maka
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akan diterbitkan surat teguran sebagai tindakan penagihan aktif ini akan
berlanjut apabila wajib pajak/penanggung pajak tidak melunasi tagihan
pajak dalam masa pcnerbitan surat teguran, Wajib Pajak/Penanggung
Pajak diberi waktu selama 20 hari untuk melakukan pelunasan, jika tidak
dilunasi, maka pada han ke-21 fiskus akan melakukan ﬁnaakan

penagihan aktif selanjutnya *

Surat Paksa diterbitkan apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya
diterbitkan Surat Teguran atau-Surat Peringatan atau. surat lain
yang sejenis;

2. Terhadap Penanggung Pajak telabh dilaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus; atau

3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atay penundaan

pembayaran pajak.

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita

Pajak kepada : #

I. Penanggung Pajak.

Zbid , h 63
PDepartemen Keuangan R1. Direktorat Jenderal Pajak, op.cir., h. 8.
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2. Orang dewasa yang bertempat tinggai bersama awaupun bekerja
di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak
yang bersangkutan tidak dapat dijumpat.

3. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus
harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia
dan harta warisan belum dibagi.

4. Para ahli wans, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan

harta warisan telah dibag.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada -

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggumg jawab,
pemilik modal.

2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila
Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana,
dimaksud dalam huruf 1.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa
diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta
Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wapb Pajak dinyatakan bubar atau
dalam likwdasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan

yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

*Mardiasmo, op.cif., h 4%,
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Surat Paksa terhadap keadaan khusus diberitahukan oleh Juru
Sita Pajak, apabila Surat Paksa tidak dapat dibentahukan kepada Wajib
Pajak orang pnbadi atan badan sebagatmana di atas maka Surat Paksa
disampaikan melalui aparat Pemda sekurang-kurangnya setingkat
Sekretans Kelurahaﬁ atau Sekretanis Desa di mana Wajib Pajak
bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanva.

Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui
tempat tinggalnya, atau tempat kedudukannya, pemberitahuan Surat
Paksa dilaksanakan dengan cara menempetkan Surat Paksa pada papan
pengumuman di KP.PBB yang menerbitkannya dan atau mengumumkan
Surat Paksa tersebut melalui media masa.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak di luar wilayah kerja Pejabat
yang menerbitkan Surat Paksa, apabila dalam satu kota terdapat
beberapa KPP atau KP.PBB, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa
dapat memerintahkan Juru Sitanya untuk melaksanakan, Surat Paksa di
luar wilayah kerjanya sepanjang masih dalam satu kota. Dalam hal ini
Pejabat tersebut wajib memberitahukan pelaksanaan Surat Paksa
kepada,. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan

Surat Paksa.
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Apabila petaksanaan Surat Paksa dilakukan di luar wilayah
kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dan tidak berada dalam satu

kota, maka prosedurnya adalah sebagai berikut. >

1. Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa mengirimkan permintaan
bantuan pelaksanaan Surat Paksa disertai Salinan Surat Paksa dan
informasi mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada
Pejabat lokast pelaksanaan Surat Paksa, dengan tembusan kepada.
masing-masing Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
yang bersangkutan.

2} Pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa memberitahukan Surat
Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dimaksud sesuas
prosedur baku, dan selanjutnya memberitahukan tindakan yang
teiah dilakukan disertai Salinan atau fotokopi Berita Acara

Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.

BDepartemen Kevangan R1. Direktorat Jenderal Pajak, op.cit, h. 9.
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H1.1.4. Penyitaan Aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan Juru Sita

pajak

Seperti dikatakan oleh Prof. Prins dalam Her Belastingsrecht van
Indonesia, cara "penyitaan sederhana” semacam ini untuk suatu utang
yang belum tiba saatnya untuk dibayar, tidaklah mempunyai dasar-dasar

hukum sama sekali maka dari itu ia sangat menyesalkannya, %

A. Dasar Hukum

KPPBB Surabaya Dua memiliki dasar hukum dalam
melaksanakan tugas tentang Penyitaan Aset Wajib Pajak/Penanggung
Pajak Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu
meliputi - Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tanggal 20
Desember 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa, Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun
2000 tanggal 20 Desember 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang
Sitaan Yang dikecualikan dari penjuz'an secara lelang Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Keputusan Menteri Keuangan
Nomor- 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang
Pemblokiran dan Penyitzan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang
tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa.

**Santoso Brotodiharrdjo, op.cit, h. 201.
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Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesta Nomor :
564/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat
yang Menerbitkan Surat Paksa, Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
85/KMK.03/2002 tanggal 3 Agustus 2002 tentang Tata Cara
Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Ncor : KEP-627/P)/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tata
Cara Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak
yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-21
/P}/2002 tanggal 11 Januan 2002 tentang Tata Cara Pemberitahuan
Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar
Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa, Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-459/PJ/2002 tanggal 16
Oktober 2002 tantang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak

Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 7’

B. Kewenangan pengangkataan dan pemberhentian Juru Sita pajak

Juru sita pajak KP.PBB Surabaya Dua dalam melaksanakan
tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dari putusan yang sama

kedudukannya dengan putusan pengadilan,

¥Departemen Keuangan RI. Dircktorat Jenderal Pajak, op.cit., b 10,

Tesis Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ... Arief V\I‘gﬁyudi



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setiap kantor pejabat
hendaknya terdapat seorang juru sita pajak untuk melaksanakan
penagihan pajak untuk mendukung kelancaran tugas. Atas dasar
tersebut, maka kewenangan pengangkatan dan pemberhentian juru sita
pajak ada pada pejabat dengan berpedoman pada syarat-syarat, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian sebagai juru sita pajak, ditetapkan oleh

Menteri Keuangan.

Tugas Juru Sita Pajak meliputi :

a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan
Sekaligns;

b. Membentahukan Surat Paksa:

¢. Membuat benta acara surat paksa.

d.  Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak
berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

€. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah
Penyanderaan. *®

f.  Membuat berita acara sita dan lampiran penyitaan.

g Menempel segel sita pada barang-barang yang disita.

h.  Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

*Panca Kwniawan dan Bagus Pamungkas, op.cit., h.56.
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i.  Menempelkan surat paksa, berupa salinan pada papan
pengumuman kantor pejabat.
J. Meninggalkan surat paksa yang berupa salinan, jika

penanggung pajak menolak menertma salinan surat paksa. *

Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus ditengkapi
dengan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak dan harus diperlihatkan
kepada Penanggung Pajak dan dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita
Pgjak berwenang memasuki dan memernksa semua ruangan termasuk
membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di
ternpat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung
Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat

penyimpanan objek sita.

Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita Pajak dapat meminta
bantuan dari pihak ketiga diantaranya Kepolisian, Kejaksaan,
Departemen yang membidangi hukum dan  perundang-undangan,
Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain dan
Juru Sita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang
mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau

Keputusan Kepala Daerah. *

29Eriy Suandy, op.cit. h 178
anca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, foc.cit

4
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Sedangkan pemberhentian Juru Sita Pajak di laksanakan

apabila tenjadi hal-hal sebagai berikut :*'

a. Meninggal dunia;

b. Pensiun;

¢. Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya,

d. Ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
e. Melakukan perbuatan tercela;

f. Melanggar sumpah atau janji jurusita Pajak;

g. Sakit jasmani atau rohani terus menerus,
C. Pemberitahuan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP)

Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali
24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib
Pajak atau Pananggung Pajak, maka Kepada KPP/KP PBB yang telah
menerbitkan Surat Paksa menerbitkan Surat Penntah Melaksanakan
Penyitaan (SPMP). Dengan kata lain, Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan (SPMP) paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24
jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
Objek Sita Berada di Luar Wilayah Kena Pejabat yang Menerbitkan

Surat Paksa,

Y'Eddy Suandy, foc.cit.
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Apabila dalam satu kota terdapat beberapa KPP atau KP.PBB, Pejabat
yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Juru sita-nya untuk
melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di luar wilayah
kenanya sepanjang masih dalam satu kota.

Dalam hal im Pejabat tersebut wajib membentahukan
pelaksanaan penyitaan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya mehput
tempat objek sita berada. Apabila objek sita berada di luar wilayah kenja
Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dan tidak berada dalam satu kota,
maka dalam hal obyek sita berada di luar wilavah kerja Pejabat yang
menerbitkan Surat Paksa, Pejabat tersebut memunta bantuvan kepada
Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat atau lokasi obyek sita
untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
terhadap obyek sita dimaksud. Selanjutnya Pejabat yang diminta
bantuan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
(SPMP) terscbut.

Apabila obyek sita letaknya berjauhan dengan tempat
kedudukan Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, tetapi masih dalam
wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada
Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat obyek sita berada

untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), **

*Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak, op.cit., h. 11,
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Dalam hal ini Juru Sita Pajak melaksanakan penyitaan harus
memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak, memperhhatkan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), memberitahukan
tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk
Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya. Setiap
penyitaan Juru Sita membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS),
ditandatangani oleh Juru Sita, Penanggung Pajak dan saksi. Dalam hal
Penanggung Pajak adalah Badan maka Benta Acara Pelaksanaan Sita
(BAPS) ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala
cabang, penanggung jawab, pemiltk modal atau pegawai tetap
perusahaan,

Obyek penyitaan dilaksanakan terhadap barang wmilik
Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat
kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di
tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu,
barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uvang tunai, dan deposito
berjangka, tabungar saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga
lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusabhaan lain. Barang
tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor

tertentu Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan
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terhadap barang perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala
cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan
yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita
diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk melunas: utang pajak dan
biaya penagihan pajak. Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan
sejenisnya dilaksanakan dengan membuat rincian tentang jenis, jumlah,
dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan
lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dan Membuat Benta
Acara Pelaksanaan Sita {BAPS).

Penyitaan terhadap uang tumai termasuk mata uang asing
dilaksanakan dengan cara menghitung terlebth dahuiu vang tunai yang
disita dan membuat rnciannya dalam suwatu daftar yang merupakan
lampiran Benta Acara Pelaksanaan Sita (BAPS), Membuat Berita Acara
Pelaksanaan Sita {BAPS) dan menyimpan uvang tunai yang telah disita
dalam tempat penyimpanan vang selanjutnya ditempeli dengan segel sita
dan kemudian menitipkannya Penanggung Pajak atau memtipkannya

pada bank.

D. Penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada

bank

Tata cara pemblokiran dan penyitaaan harta kekayaan

Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan
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pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dan Keputusan
Direktur Jenderat Pajak Nomor: KEP-627/P32001 tanggal 24

September 2001, yang mengatur hal-hal sebagat berikut :

a. Harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank
meliputi rekening, simpanan dan bentuk simpanan lain yang
lazim dalam praktek perbankan.

b. Penyitaan harta kekavaan Penanggung Pajak yang tersimpan
pada bank dilaksanakan dengan pembiokiran terlebih dahulu.
Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan mihk
Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan
agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat

perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai ®

Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan
.di bank berupa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atan
bentuk lainnya yang dipersamakan bahwasannya Pejabat mengajukan
permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian
Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

(SPMP),

B Ibid h 15
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Bank wajib membiokir sekettka setelah menenma permintaan
pemblokiran Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta
menyampaikan salin kepada Pe¢jabat dan Penanggung Pajak, Juru Sita
Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dan  bank
memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank
agar membentahukan kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut
kepada Juru Sita Pajak, Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan
kuasa kepada bank.

Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menten Keuangan
untuk memenntahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan
Penanggung Pajak yang terstmpan bank yang dimaksud, Setelah saldo
kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, apabila dalam jangka
waktu 14 hari sejak penyitaan, Penanggung Pajak tidak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala KPP/KPPBB segera meminta
pimpman bank untuk rnemindah bukukan harta kekayaan Penanggung
Pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara atau kas daerah sejumlah
yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS), Sebelum
jangka waktu 14 han berakhir, Penanggung Pajak dapat mengajukan
permohonan. kepada Kepala KPP/KP.PBB untuk menggunakan barang
sitaan dimaksud untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Juru Sita melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara
Pelaksanaan Sita (BAPS) dan menyampaikan salinan Berita Acara

Pelaksanaan Sita (BAPS) kepada Penanggung dan bank yang
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bersangkutan, Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran
kepada bank Penanggung Pajak melunasi Utang pajak dan Biaya
Penagihan Pajak dan Pejabat mengajukan permintaan pencabutan
pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi
dengan jumlab yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan
Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sckalipun telah dilakukan
pemblokiran. *

Berkaitan dengan pemblokiran rekening, perlu ditegaskan
bahwa pengajuan pemblokiran tidak membutuhkan 1zin terlebih dahuiu
dan Mentenn Keuangan. Oleh karena itu Kepala KPP/KP.PBB dapat
langsung mengajukan permohonan pemblokiran rekening Wajib Pajak
kepada Bank dimana terdapat rekening Wajib Pajak, tanpa terlebih

dabulu meminta 1zin dan Menten Keuvangan.

E. Penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak berupa surat berharga

Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja
diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa
pembayaran sejumlah uang, tetapt pembayaran itu tidak dilakukan
dengan menggunakan mata vang, melainkan berupa surat perintah
kepada pihak ketiga, atan pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah

uang kepada pemegang surat tersebut.

**Edy Suandy, op.cir., h. 184.
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Fungsi pokok surat berharga ada tiga hal, yaitu sebagai alat
pembayaran, sebagai surat bukti/legitimasi hak tagih. Beberapa contoh
surat berharga yang telah dikenal oleh Jum Sita adalah surat cek, surat

wesel, saham, obligasi, dan promes.

F. Penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang

Tata cara penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak berupa
ptutang dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 85/KMK.03/2002 tanggal 3
Agustus 2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-
549/PJ/2002 16 Oktober 2002, yang mengatur tentang pelaksanaan
penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang.

Piutang adalah harta kekayaan ang merupakan hak
Penanggung Pgjak yang berada pada pihak lain yang dapat dilakukan
penyitaan guna dijadikan jaminan untuk meltunasi utang pajak.

Penyitaan terhadap piutang dapat difaksanakan dengan cara
melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah
piutang yang disita dalam suatu daflar yang merupakan lampiran Berita
Acara Pelaksanaan Sita (BAPS), Penanggung Pajak dan pihak yang

berkewajiban membayar utang.
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Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan
biaya penagihan dalam jangka waktu setelah 14 (empat belas) hari sejak
penyitaan, maka pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak
dengan piutang yang telah disita dilakukan dengan jalan dijual oleh
Pejabat kepada pembeli dan menyetorkan hasil penjuatan ke kas negara
dengan melampirkan SSP yang telah ditandatangani dan di stempel oleh
Kas Negara atau disetor langsung oleh pihak yang berkewajiban
membayar utang ke Kas Negara atas permintan Pejabat dan apabila
hasil penjualan piutang lebih besar dari jumlah utang pajak dan biaya
penagihannya, maka kelebithan hasil penjualan tersebut dikembalikan

kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan Penjualan piutang.

G. Penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak terhadap barang yang

telah disita oleh Instansi lain

Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan
atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, baru dapat
dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada
Penanggung Pajak. Barang yang telah disita dititipkan kepada
Penanggung Pajak, kecuali apabila menuntut pertimbangan Juru Sita
Pajak barang sitaan tersebut perlu disimpan di kantor Pejabat atau di
tempat lain. Dalam hai penyitaan tidak dihadini oleh Penanggung Pajak,
barang yang telah disita dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah

setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita. Tempat lain yang

49
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dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang vang telah disita
adalah Kantor Pegadaian, Bank, Kantor Pos atau tempat lain yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan

dan penyitaan adalah : %

a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang
digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang
menjadi tanggungannya,

b. Persedizan makanan dan minuman untuk keperluan satu
bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;

¢.  Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang
diperoleh dari negara;

d.  Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan
Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk
pendidikan, kebudayaan, dan ketlmuan;

e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk
melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan
jumlah seluruhnya tidak lebth dan Rp 20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah); atau

*Ibid h 186
“rbid , h.187.
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f.  Peralatan penyandang cacat vyang digunakan oleh
Penanggung Pajak dan keluarga vyang menjadi

tanggungannya.

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak,
kecuali apabila menurut juru Sita Pajak barang dimaksud perlu disimpan

di kantor Pejabat atau di tempat lain.

Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak

mendahulu lainnya, kecuali terhadap :*”

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu
penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan
atau barang tidak bergerak.

2. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan
barang tersebut.

3.  Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan

dan penyelesaian suatu warisan.

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

1. Nilat barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya

penagihan pajak dan utang pajak, atau

*"Mardiasmo, op.cit., h.50.

Tesis Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ... Arief W;hlyudi



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Hasil lelang barang yang telah disita. tidak cukup untuk

melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pencabutan sita, dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah
melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan
pengadilan atau putusan badan peradilen pajak atau ditetapkan lain

dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

H. Aspek hukum penyitaan tangh dan bangunan

Penyitaan tanah dan bangunan dilakukan oleh Juru Sita sebagai
tindakan pengambil alithan penguasaan tanah daan bangunan milik
Penanggung Pajak baik secara fisik maupun yuridis menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku, untuk jaminan pelunasan utang
pajak.

Pengambil alihan penguasaan secara fisik dilakukan oleh
Jurusita dengan mendatangi atau berada di lokasi tanah dan bangunan
yang disita pada saat memperfihatkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan (SPMP), membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita {BAPS),
dan harus diupayakan dapat menempelkan Berita Acara Pelaksanaan
Sita (BAPS) atau segel sita pada tanah atau bangunan tersebut. Apabila
obyek sita berupa tanah kosong, sebaiknya Juru Sita sudah menyiapkan
patok/papan tempat menempelkan Berita Acara Pelaksanaan Sita

(BAPS) atau segel sita untuk ditanam pada tanah kosong tersebut. Hal

“
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int perlu dilakukan sebagat pemberitahuan dan pengumuman kepada
Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa tanah dan bangunan tersebut
secara fisik dan yuridis berada dalam penguasaan Pemernntah c.q.
Kepala KPP/KP.PBB vang bersangkutan. Pengambil alihan penguasaan
secara yundis, selain dengan menempelkan Berita Acara Pelaksanaan
Sita (BAPS) atau segel sita juga dengan menvampaikan salinan Benta
Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) kepada kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN) setempat untuk tanah yang sudah bersernftkat, atau
Kepala Kelurahan/Desa dan Ketua Pengadilan Negen setempat untuk
tanah yang belum bersertifikat. Apabila mungkin sertifikat tanah, akta
jual beli atau dokumen kepemilikan tanah dan bangunan lainnya,
diusahakan untuk dapat disita, walaupun pelelangan tanah dan bangunan
tetap dapat difaksanakan tanpa 2 1a dokumen surat-surat tanah tersebut,
Penyitaan yang dilakukan secara sah oleh Juru Sita, berart
mengambil alth penguasaan tanah dan bangunan dan Penanggung Pajak
secara fisik dar. yuridis beserta hak-hak yang melekat atas tanah dan
bangunan tersebut. Hak-hak atas tanah dan bangunan yang secara yuridis
beralih penguasaannya kepada negara c¢.q. Kepala KPP/KP.PBB
meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak

mutlik atas satuan rumah susun, atau hak pengelolaan.
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L. Prosedur Penyitaan Tanah dan Bangunan

Sebelum melaksanakan penyitaan, Juru Sita harus menyiapkan
dokumen dan peralatan, sakst-saksi darit KPP/KP.PBB dan Pemda, serta
berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk bantuan pegamanan
situas1 dan kondisi lapangan yang dihadaps.

Juru Sita ndak diperbolehkan memasuki pekarangan rumah
apabila Penanggung Pajak, pegawainya, atau penjaga tanah dan
bangunan obyek sita melarang Juru  Sita untuk  memasuki
pekarangan/rumah, walaupun telah diberitahukan dan dijelaskan maksud
kedatangan Juru Stta, maka Juru Sita tidak diperkemankan memasuki
pekarangan/rumah tersebut dengan cara kekerasan, karena perbuatan
tersebut melanggar ketentuan Pasal 429 ayat (1) KUHP.

Dalam hal demikian, Juru Sita dapat meminta bantuan
kepolisian, agar secara paksa membantu Juru Sita memasuki
pekarangan/rumah obyek sita untuk melanjutkan penyitaan. Apabila
belum ada bantuan kepolisian yang memungkinkan Juru Sita memasuki
pekarangan/rumah, Juru Sita sebaiknya menunda pelaksanaan penyitaan
pada hani tersebut, dan merencanakan pelaksanaan penyitaan pada
har/waktu yang ditetapkan kemudian.

Sementara pelaksanaan penyitaan ditunda, Juru Sita atau kepala
KPP/KP PBB membuat laporan/pengaduan kepada kepolisian setempat
atas tindakan Penanggung Pajak/pegawainya/penjaga tanaf/bangunan

obyek sita, atau yang menghalang halangi atau menggagalkan tugas Juru
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Sita untuk melakukan penyitaan berdasar tindak pidana yang diancam
Pasal 216 ayat (1) KUHP. Juru Sita mengulangi pelaksanaan penyitaan
atas tanah dan bangunan tersebut pada saat yang lebih tepat dan
memungkinkan penyitaan berhasil baik.

Apabila Penanggung Pajak tidak hadir dalam penyitaaﬁ,
penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi
berasal dari pemenntah daerah setempat, sekurang-kurangnya sekretaris
kelurahan atau sekretans desa. jika penyitaan difaksanakan tidak dihadin
oleh penanggung pajak, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani juru
sita pajak dan saksi-saksi. Dalam pelaksanaan sita yang tidak dihadiri
oleh Penanggung Pajak, maka benta acara pelaksanaan sita harus
memuat alasan ketidak hadiran Penanggung Pajak. Diperlukannya saksi
dari pemenntah dacrah setempat berfungsi sebagai saksi legalisator,
Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan hukum
mengikat meskipun penanggung pajak menolak menandatangan Berita
Acara Pelaksanaan Sita (BAPS).

Atas barang yang disita dapat ditempel atau diben segel sita.
Penempelan atau pembenan segel sita pada barang yang disita
dimaksudkan sebagal pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan,
baik dihadin ataupun tidak dihadiri oleh penanggung pajak. Dalam
pengertian Pasal 12 ayat (8) bahwa atas barang yang disita dapat

ditempel atau diben segel sita, dalam kata dapat pada kalimat tersebut
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mengandung pengertian bahwa tidak ada keharusan untuk menempel
segel sita.

Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan
jenis, sifat, dan bentuk barang sitaan. Segel sita tersebut memuat

sekurang-kurangnya ;

a. kata "DISITA",

b. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita,
dan

c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan

hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

Dalam penyampaian Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)

pating sedikit dibuat rangkap 6 (enam), untuk disampaikan kepada :

lembar ke - 1 untuk Seksi Penagihan

* lembar ke - 2 untuk ditempelkan pada obyek sita

* lembar ke-3 untuk Penanggung Pajak

* Jembar ke4 untuk BPN/Kepala kelurahan/Kepala
Desa

* lembar ke-5 untuk Pengadilan Negen

= lembar ke-6 untuk arsip Jurusita

*panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, op.cit, h. 50.
*Direktorat PBB dan BPHTB, Direktorat Jenderal Pajak, ap.cir. h 12.
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Dalam hal penyitaan dilakukan oleh Juru Sita KPP/KP.FBB
lokasi obyek sita atas permintaan dari KPP/KP PBB yang menerbitkan
Surat Paksa, maka KPP/KP.PBB yang melaksanakan sita
memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
(SPMP ) disertai saliﬁan Benta Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) kepada
KPP/KP.PBB yang menerbitkan Surat Paksa, yang meminta bantuan
untuk melaksanakan penyitaan, dengan tembusan Kepala Kantor
Wilayah Direktur Jenderr! Pajak yang bersangkutan.

Sedangkan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) merupakan
pembentahuan kepada penanggung pajak dan masyarakat bahwa
penguasaan barang penanggung pajak felah berpindah dan penanggung
pajak kepada pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan juru sita
pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita jelas dan lengkap
yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal nomor, nama juru
sita pajak, nama penanggung pajak, nama dan jenis barang yang disita,
dan tempat peryitaan. Jika penanggung pajak adalah suatu badan, maka
Berita Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala
perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau

pegawal tetap perusahaan.
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Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) untuk

beberapa lembaga berikut :

I. Perseroan terbatas oleh pengurus, meliputi direksi, komisaris,
pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata
memiliki wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau
mengambil  keputusan dalam  menjalankan  perseroan.
Pengertian komisaris meliputi komisaris sebagai orang yang
lazim disebut dewan komisaris dan komisaris sebagai
perseroan yang lazim disebut anggota komisaris. Yang
dimaksud dengan pemegang saham tertentu yakni pemegang
saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari
perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari
perseroan terbatas tertuiup.

2. Bentuk usaha tetap oleh kepala perwakilan, kepala cabang, atau
penanggung jawab.

3. Badan usaha lain seiaerti persekutuan, perseroan komanditer,
firma oleh direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk
untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung
jawab atas perusahaan tersebut.

4. Yayasan oleh ketua, atau orang yang melaksanakan dan

mengendalikan serta bertanggnng jawab atas yavaszn tersebut.

“Panca Kurniawan dan Bagus Pamunagkas, op.cit, h. 30,
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Penandatanganan ini dimaksudkan untuk memberi pengertian
bahwa mereka turut bertanggung jawab atas kewajiban badan usaha
tersebut sehingga barang-barang milik mereka juga dapat dijadikan

Jaminan utang pajak (dapat dilakukan penyitaan).

IIE.1.5. Pelelangan

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan
tara penawaran harga secara lisan dan atau terfulis melalui usaha
pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan atau
biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan,
Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap

barang yang disita melalui Kantor Lelang. ¥

A. Dasar Hukum

a. Pasal 24 sampat dengan Pasal 78 UU PPSP

b. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tangga! 20 Desember 2000
tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari
Penjualan Secara Lelang Da'am Rangka Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa.

“"Mardiasmo, ap.cit., h.50.

, 9
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Pelelangan atas aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak dilakukan.
apabila utang pajak dan atau biaya penagihan hak tidak dilunas: setelah
dilaksanakan pelelangan. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan

lelang meliputi

B. Persiapan Lelang

I. Kepala kantor mengajukan permohonan lelang secara tertulis disertar
dokumen yang disyaratkan kepada Kepala Kantor Lelang.
2. Jurusita menyiapkan Berkas-Berkas Penagihan yang terdiri dari : ¥
- STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT, STB, SKBKB,
SKBKBT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Peninjuan Kembali
» Surat Setoran Pajak atau bukti transaks: pernbayaran pajak
« Surat Teguran
= Surat Paksa
» Laporan Surat Paksa
+ Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
» Pembentahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

“‘Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak, op.cit., h. 21
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» Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)

* Permintaan Jadwal Waktu dan tempat pelelangan

* Surat Pemberitahuan akan dilakukan pelelangan/kesempatan
terakhir

* Bukti-bukti pemilikan dari barang-barang yang disita, antara
lain untuk pelaksanaan tanah atau tanah dan bangunan
dilengkapi dengan;

» Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan/ BPN
apabila kepemilikan tanah sudah terdaftar

= Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan
status kepemilikan dan selanjutnya Kepala KLN meminta
Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan

= Daftar perincian wtang pajak terdini dari ; pokok pajak,

bunga/denda dan biaya penagihan.

C. Prosedur Lelang

Penjualan secara lelang terhadap barang vang disita
dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman
lelang melalui media massa, Pengumuman lelang dilaksanakan paling
singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu)
kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui
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media massa. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita
mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang
ditaksanakan. Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan
lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan
menandatangani asli Risalah Lelang. Pejabat dan Juru Sita Payak tdak
diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang Larangan ini berlaku
Jjuga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis
lurus, serta anak angkat. Pejabat dan Juru Sita Paivk yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Perubahan besarnya nilai barang yang

tidak harus diumumkan melafui media massa. *
D. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang dilakukan setelah ditentukan hari, tanggal,
dan jam lelang. Kepala Kantor mengumumkan lelang paling singkat 14
hart setelah penyitaan, melalui surat abar harian, selebaran atau
tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan media elektronik termasuk
tnternet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang yang akan dijual.
Pengumuman lelang untuk barang bergerak di'akukan 1 kali.

Pengumuman lelang barang tidak bergerak dilakukan 2 kali.

“*Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, op.cif, h. 189
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Jangka waktu pengumuman pertama dengan kedua sekurang-
kurangnya 15 han. serta diatur agar pengumuman kedua tidak jatuh pada
hari libur/besar. Pengumuman lelang pertama diperkenankan tidak
melalut surat kabar harian, tetapi dengan cara melalui selebaran,
tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau media elektronik
termasuk internet, Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat
kabar harian dan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari
sebelum pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang barang tidak bergerak
yang akan dilelang bersama-sama dengan barang bergerak, maka

pengumumannya dilakukan sebagai berikut ;

* Pengumuman pertama dilakukan untuk barang bergerak
dan barang tidak bergerak

* Pengumuman kedua dilakukan hanya untuk barang tidak
bergerak

* Pengumuman lelang untuk barang dengan nilai paling
banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta ruptah) tidak harus
diumumkan melalui media massa, tetapi dapat melalui
selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat
umum seperti di Kantor Kelurahan atau di papan

pengumuman di KPP/KP.PBB.

“Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak, op.cit., b 22.
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E. Pelaksanaan Lelang

Para peserta lelang membayar uang jaminan, pelaksanaan
lelang dipimpin oleh pejabat lelang, penetapan/penunjukan pemenang
lelang dilakukan oleh pejabat lelang, dan pejabat selaku pemohon lefang
atau yang mewakilinya menandatangani asl/minut risalah lelang, khusus
untuk  barang  tidak  bergerak  pemenang  lelang  turut

menandatanganinya.

F. Hasil Lelang

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar
biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar
utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak
ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang, dalam hal hasil lelang
sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan
pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang
yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil
lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera
setelah pelaksanaan lelang. Hak Penanggung Pajak atas barang yang
telah dilelang berpindah kepada pembelt dan kepadanya diberikan
Risaiah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran

dan pengalihan hak. *

**panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, ap.cir, h 149,
“Ery Suandy, op.cit., h. 189.
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G. Pembatalan Lelang

Letang tidak dilaksanakan, apabila Penanggung Pajak melunasi
utang pajak dan biaya penagihan. Berdasarkan putusan pengadilan yang
mengabulkan pibak ketiga, atas kepemilikan barang yang disita.
Berdasarkan putusan badan penyelesaian sengketa pajak yang
mengabulkan gugatan penanggung pajak atas pelaksanaan penagihan
pajak. Barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau
bencana alam. Pembatalan leiang sebagai akibat dan bal tersebut harus
diberitahukan secara tertulis sebelum lelang dilaksanakan oleh pejabat
selaku pemohon lelang kepada kepala kantor pelayanan piutang dan

lelang negara/pejabat lelang kelas IL. ¥

II.2. Prosedur Penyanderaan Sebagai Upaya Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa
A. Persyaratan dalam melaksanakan penyanderan

Pelaksanaan penyandcran harus dilakukan secara hati-hati dan
kasuistis dengan tujuan agar tidak melanggar hak asasi dan Penunggak
Pajak tersebut, dimana uvntuk mencerminkan adanya keadilan tersebut
diperlukan beberapa persyaratan khusus, yakni persyaratan kuantitatif
vaitu mengenai jumlah utang pajak dan persyaratan kualitatif yaitu ada

atau tidaknya itikad batk yang dimilike oleh penunggak pajak.

“"Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, op.cit, h 159.
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Persyaratan khusus sebelum pelaksanaan penyanderaan
tersebut adalah persyaratan kuantitatif dan persyaratan kualitatif, dengan
dasar hukum pasal 3 PP No. 137/2000 dan pasal 33 UU No. 19/2000 Jo
UU No. 19/1997. penyanderan hanya dapat dilakukan terhadap
Penunggak Pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnva Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disebut dengan persyaratan
kuantitatif, dan persyaratan kualitatif yaitu diragukan itikad baiknya

dalam melunasi utang pajaknya diantaranya adalah :

a. Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk
melunasi utang pajak;

b. Penanggung Pajak tidak menjelaskan atau tidak
bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun
angsuran,

¢. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya
untuk melunasi utang pajak;

d. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia uniuk
selama-lamanya atau bemiat untuk itu;

e. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang
dimilikt atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan
yang dilakukannva di Indonesia;

{. Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya

atau menggabungkan usahanya atau memekarkan
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usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang
dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan

bentuk lainnya.

Dengan adanya beberapa bukti diatas yang dapat dikategorikan
tidak memiliki itikad baik dan jumlah utang pajaknya melebihi batas
maksimum, pemerintah atau Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan
persyaratan kuantitatif dan persyaratan kualitatif yang tercantum dalam
peraturan hukum positif di Indonesia. Dengan kata lain pemerintah telah
sesual menerapkan persyaratan vang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dengan prakteknya di lapangan dalam hal

pelaksanaan penyanderan.

B. Tata cara pelaksanaan peayandersan

Dalam  pembahasan mengenai tata cara pelaksanaan
penyanderaan untuk mengetahui  apakah tata cara pelaksanaan
penyanderaan dalam praktek vang dikenakan terhadap Penunggak Pajak
yang bentikad tidak baik sesuat atau tidak dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan
pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanzkan tata cara

penyanderaan.
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Pelaksanaan penyanderaan harus dilakukan secara hati-hati dan
kasuistis dengan tujuan agar tidak melanggar hak asasi dani Penunggak
Pajak tersebut, dimana untuk mencerminkan adanya keadilan tersebut
diperiukan beberapa analtsa mengenai tata cara pelaksanaan
penyanderaan bagi Penunggak Pajak di  Indonesia Sebelum
dilaksanakannya penyanderaan, sebelumya harus ada permohonan izin
terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang kepada Menkeu (Menieni
Keuangan). Hal i dilakukan dengan *wuan untuk menghindari
kesewenang-wenangan pejabat dengan cara membenkan sandera
tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau tidak.

Apabila Mentert Keuangan menilai bahwa penyanderaan sudah
sesual dengan peraturan, maka permohonan izin penyanderaan disetujui
yaitu dengan dikeluarkan surat penntah penyanderaan, kemudian
dilaksanakan penyanderaan. Permohonan penyanderaan tercantum dalam
pasal 4 PP No. 137/2000, yang menyatakan bahwa Permohonan izin
Penyanderaan diajukar: oleh pejahat atau atasan pejabat kepada Menkeu
untuk Penagihan pajak pusat atau kepala Gubernur untuk penagihan
pajak daerah.

Sejauh ini, Menteri Keuangan telah bertindak hati-hati untuk
memilah-milah Penunggak Pajak yang tidak beritikad baik untuk
dilakukan penyanderaan terbukti dengan adanya Surat Keputusan
Bersama (SKB) Yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan

Menteri Kehakiman. Dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB)
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antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman, maka Pengawasan
dan pembinaan dalam Pelaksanaan penyanderaan lebih teliti, karena
Pembenan izin tersebut bukan hanya ditangan Menten Keuangan tetapi
Mentert Keuangan melakukan koordinasi dengan Mentenn Kehakiman,
schingga diharapkan pelaksanaan penyanderaan dapat lebih selektif dan
lebih teliti, ketat untuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintah.
Menteri Keuangan bertugas untuk menilai besamya utang pajak dan
Penunggak Pajak dan implikasinya terhadap APBN dan perekonomian
negara, sedangkan Menten Kehakiman dan HAM menilai apakah
permohonan pelaksanaan penyanderaan tersebut bertentangan dengan
Undang-undang HAM atau tidak. Apabila Mentert Keuangan menilat
bahwa utang pajakmya tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar
terhadap APBN nantinya, sedangkan Menteri Kehakiman dun HAM
menilai bahwa permohonan penyanderaan tersebut tidak bertentangan
dengan HAM dan sesualt dengan peraturan, maka permohonan
penyandsaraan akan disetujut. Selanjutnya seteleh diberi 1zin dari Menteri
Keuangan serta Menten Kehakiman dan HAM maka surat perintah
sandera diterbitkan.

Pelaksanaan penyanderzzn hanya dapat dilakukan terhadap
Penungzak Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat
Jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penyanderaan
diberitahukan kepadanya (pasal 2 PP No. 137/2000). Surat pernintah

penyanderaan diterbitkan setelah diterimanya izin tertulis dani Menten
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Keuangan dengan Menteri Kehakiman dan HAM untuk penagihan pajak
pusat dan dan Gubernur untuk penagihan pajak daerah (pasal 5 ayat (1)
PP No. 137/2000).

Menurut pasal 5 ayat (2) PP No. 137/2000, surat perintah
penyanderaan. tersebut harus memuat mengenat identitas Penanggung
Pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan,
tempat penyanderaan. Penunggak Pajak tersebut dikenakan
penyanderaan, ka-=na mereka tetap belum melunasi tunggakan pajaknya
meskipun telah dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap barang-
barang bergerak mereka. Akhimya pemerintah pun menerbitkan surat
paksa sebagar suatu upaya lebih lanjut karena penyitaan dan pelelangan
tidak membuahkan hasil. Akan tetapi, meskipun Direktur Jenderal Pajak
telah menerbitkan surat paksa dengan tujuan agar Penunggak Pajak
tersebut melunasi utang pajaknya, temyata juga tidak berhasil.

Selama lebth dari empat belas han setelah diterbitkan surat
paksa “epada kedua Penunggak Pajak tersebut, ternyata masih tetap
tidak berhasil, sehingga akhimya pemerintah menerbitkan surat perintah
penyanderaan kepada kedua Penunggak Pajak vang tidak beritikad baik
tersebut, dimana surat perintah ini telah mendapat izin dari Menter
Keuangan dengan Menteri Kehakiman dan HAM, dalam hal ini telah

melakukan koordinasi dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB).

7
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Sejauh 1m pelaksanaan penyaderaan dalam praktek, ketentuan
mengenal tata cara pelaksanaan penyanderaaan telah ditaati dan dipatuhi
oich para pejabat dan Juru Sita pajak pada KP.PBB Surabaya Dua.
Hingga saat int tidak ada gugatan yang dilayangkan kepada KP.PBB
Surabaya Dua oleh Penunggak Pajak mengenai tata cara penyanderaan
terhadap dirinya yang bertentangan dengan hak asasi Penunggak Pajak
dan tidak adanya pugatan kepada Pengadilan Negeri mengenai tidak
dilaksanakannya hak-hak Penunggak Pajak pada saat dikenakan
penyanderaan, sehingga penulis berpendapat bahwa tata cara
pelaksanaaan penyanderaan di lapangan sudah ditaati dan dipatuhi oleh
fiskus atau pemerintah, pejabat, Juru Sita, Kepolisian, Kejaksaan,
Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan baik dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangaan yang berlaku
C. Jangka Waktu Penyanderaan

Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang untuk selama-lamanya 6 {enam) bulan. Izin perpanjangan
Jangka waktu penyanderaan dapat sekaligus diberikan oleh Menteri
Kenangan atau Gubemur yang berwenang pada waktu memberikan izin
penyanderaan, tidak diperlukan lagi suatu izin perpanjangan baru.
Ketentuan jangka waktu maksimum penyanderaan ini tidak berlaku
dalam hal orang tersebut melarikan diri. Penentuan lainnya

penyanderaan  didasarkan kepada perhitungan besamya utang pajak,
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besamya jumlah harta yang disembunyikan dan dihubungkan dengan
tidak baik Penunggak Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Dalam
prakteknya, jangka waktu penyanderaan sclama enam bulan ini benar-
benar telah dilaksanakan.

Jika Penanggung Pajak yang disandera melarikan diri dan
tertangkap, maka yang bersangkutan dimasukkan ke Rumah Tahanan
Negara (Rutan) kembali sesuai koordinasi yang telah dilakukan antara
Menteri Keuangan dengan Menteri Kehakiman.

Berdasarkan Surat Perintah Penyanderasan yang diterbitkan
pertama kali dan selama masa pelarian tidak dihitung sebagai masa
penyanderaan. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal
Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang

resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

D. Tempat Tinggal Sandera

Dalam hal tempat tinggal bagi para sandera hasil dari koordinasi
yang telah dilakukan antara Menteri Kevangan dengan Menteri
Kehakiman maka, pemerintah untuk sementara ini telah menyediakan
dua tempat penahanan bagi Penunggak Pajak yang dikenakan bagi
Penyanderaan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta dan
Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung Pernyatean dan

Departemen Keuangan menyatakan bahwa Pemerintah telah
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menyediakan tiga buah blok sel di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang
untuk menahan Penunggak Pajak yang beritikad tidak baik.

Penahanan Penunggak Pajak akan berbeda dengan penahanan
narapidana lainnya, karena Departemen Kehakiman dalam hal ini
Rumah Tahanan Negara (Rutan) telah memisahkan blo-»k penahanan para
Penunggak Pajak yang dikenakan bagi Penyandera karena mereka masih
bisa menonton TV dan mendengarkan radio, tetapi tetap tidak
berkomunikasi dengan pihak luar.

Mengenat tempat Penyanderaan telah tercantum. dalam peraturan
perundang-undangan, yang diantaranya adatah (pasal 4 Surat Keputusan
Bersama Menteri Kevangan dengan Menteri Kehakiman) dimana tempat
Penyanderaan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) harus
dipisahkan dengan tempat tahanan tersangka pidana lainnya.

Pihak yang dikenakan Penyanderaan sesuai dalam (pasal 8 Surat
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Meateri Kehakiman)
sesnai dengan sifat Penyanderaannyz yang penempatannya di tempat
tertutup dan terasing dari masyarakat dan mempunyai pengamanan dan
mempunyai pengawasan yang memadai, maka setiap Penanggung Pajak
yang disandera dilarang membawa telepon genggam atau peralatan
elektronik lain yang dapat menghubungi seseorang diluar Rumah

Tahanan Negara (Rutan).
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Dalam prakicknya terutama mengenai tampat Penyandera yang
dikenakan terhadap Penunggak Pajak yang beritikat tidak baik yang
telah dilakukan oleh pihak Departemen Kehakiman dalam hal i Rumah
Tahanan Negara (Rutan) yang berkoordinasi dengan Departemen
Keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Hak Penunggak Pajak Selama di Sandera

Dalam melakukan koordinasi antara pthak Menter1 Kehakiman
dengan Menten Keuangan dalam hai ini Direktur Jenderal Pajak
Departemen Keuangan menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak masih
memiltki hak untuk mengajukan keberatan yang menyangkut proses
pelaksanaan Penyanderaan. hal ini difakukan dengan tujuan agar tidak
melanggar hak-hak pribadi dari Penunggak Pajak vyang dikenakan
Penyanderaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan untuk
menghindart adanya gugatan yang dilayangkan oleh Penuné,gak pajak
dengan alasan bahwa hak-haknya selama dikenakan Penyanderaan di
Rumah Tahanan Negara (Rutan) tidak dipenuhi oleh pemerintzh.

Hak-hak Penunggak Pajak yang dikenakan Penyanderaan di
Rumah Tahanan Negara (Rutan) tercantum dalam pasal 14 PP No.

137/2000, yang diantaranya adalah :
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a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing di dalam Rumah Tahanan
Negara (Rutan);

b Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

c. Mendapat makanan yang layak termasuk menenma
kiriman makanan dan keluarga;

d. Memper-leh bahan bacaan dan informasi lainnya atas
biaya sendir;

¢ Menerima kunjungan rohaniawan dan dokter pribadi atas
haya sendiri setelah mendapat 1zin dari Kepala Rumah
Tahanan Negara (Rutan);

f. Menerima kunjungan keluarga, pengacara, dan sahabat
setelah mendapat 1zin tertulis dant Kepala Kantor Pelayanan
Pajak/Pajak Bumi dan Bangunan paling banyak 3 (tiga) kali
dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap
kali kunjungan,

g. Menyampaikan keluhan tentang periakuan petugas kepada
Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Kantor

Pelayanan Pajak/Pajak Bumi dan Bangunan.

Tesis Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ... Arief W.a?l"usyudi



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Penanggung Pajak yang disandera berhak mendapatkan
perawatan kesehatan yang layak dan dilakukan oleh dokter, paramedis
Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang bertugas. Untuk melakukan
perawatan keschatan Penanggung Pajak yang disandera, Kepala Rumah
Tahanan Negara (Rutan) dapat melakukan kerjasama dengan rumah
sakit sedangkan apabila ada Penanggung Pajak yang disandera yang
menderita sakit keras, dapat dirawat di rumah sakit diluar Rumah
Tahanan Negara (Rutan) setelah memperoleh ijin dan pejabat yang
menyandera. Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menderta
sakit keras mendadak yang memerlukan tindakan cepat, Petugas dapat
segera membawa ke rumah sakit / klinik kesehatan terdekat dan
memberitahukan kepada Pejabat dan Kepolisian untuk melakukan
pengawalan. Masa perawatan medis dilvar rumah tahanan negara
sebagaimana dimaksud diatas tdak dihitung sebagai masa

penyanderaan.

F.  Pelepasan Penyanderaan

Menurut pasal 34 ayat (1) UU No. 19/2000 jo UU No.
19/1997, pasal 10 PP No. 137/2000, pasal 14 Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No.KEP-218/PJ/2003, Pasal 17 Surat Keputusan
Bersama Menten Keuangan dengan Menteri  Kehakiman,

mencantumkan mengenaj persyaratan pelepasan Penunggak Pajak yang
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beritikad tidak baik yang dikenakan penyanderaan di Kepala Rumah

Tahanan Negara (Rutan), yaitu:

a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;

b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah
pelaksanaan penvanderaan telah habis;

c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

d. Berdasarkan pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pasal 14 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-
218/PJ/2003, mengatur khusus mengenai aturan yang terdapat butir (a),
Penanggung Pajak yang telah lepas dar penyanderaan diharuskan untuk
melampirkan bukti-bukti bahwa dia memang telah melunasi utang-utang
pajak, salinan tersebut mengenai bukti Pembayaran atau pelunasan utang
pajak atau biaya penagihan Pajak lembar pertama vang dilegalisasi oleh
tempat pembayaran pajak yang bersangkutan dilampirkan sebagai tanda
bukti.

Mengenai persyaratan pelepasan penyanderaan dalam butir
(b), vaitu jangka waktu penyanderaannya tetah habis, tidak diperlukan
campur tangan pihak ketipa karena penentuan lamanya tersebut

ditentukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Tesis Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ... Arief Wzr?;/udi



Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 14 Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218/PJ/2003,
mengatur khusus mengenai aturan yang terdapat dalam butir (c) yaitu
persyaratan pelepasan penyanderaan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka salinan putusan
pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap yang dilegalisasi oleh
pengadilan yang bersangkutan harus dilampirkan sebagai alat bukti.

Pasal 14 Direkwur Jenderal Pajak No. KEP-218/PJ/2003,
mengatur Khusus mengenai aturan yang terdapat persyaratan dalam butir
(d), yaitu mengenai pertimbangan Menteri Keuangan atau Gubernur
dimaksud adalah bahwa Penunggak Pajak telah menyatakan akan
melunasi utang pajak, tetapi berdasarkan bukti yang disampaikan, dia
tidak dapat melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut tanpa
memnggalkan tempat penyanderaan atau misalnya Penunggak Pajak
menderita sakit berat sehingga memerlukan perawatan dalam jangka
waktu yang sama diluar tempat penyanderaan.

Pasal 14 Direknir Jenderal Pajak Pajak No. KEP-218/PJ/2003
menyebutkan bahwa Penunggak Pajak dapat dilepas dengan persyaratan
dalam butir (d) yaitu berupa rekomendasi atau surat pemberitahuan
Menteri Keuangan kepada Dircktur Jenderal Pajak dengan

pertimbangan

a. Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% (lima
puluh persen) atau lebih dari jumiah utang pajak atau sisa

utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran;

T8
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b. Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan
menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya
dengan utang pajaknya dan biaya penagihan pajak untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Penanggung Pajak telah berumur 75 tahun atau lebih;

d. Untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan

UL,

Dalam prakteknya pernah terjadi seorang Penunggak Pajak
telah dikenakan penyanderaan namun akhirnya dilepas karena dia telah
melunasi utang pajaknya sebesar 50% (lima puluh persen). Pelepasan
Penunggak Pajak tersebut bukan hanya dia telah melunasi utang
pajaknya sebesar 50%, tetapi juga karena adanya itikad baik dari
Penunggak Pajak tersebut untuk membayar utang pajaknya meskipun
dia telah menunjukkan itikad baik untuk membayar utang pajaknya

selama dia dikenakan penyanderaan di Rumah Tahanan Negara (Ruian).

-
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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Direktorat Jenderal Pajak, menurut Pasal 18 Undang - undang Nomor
16 Tahun 2000 jo. Undang — undang Nomor 19 Tahun 2000, dapat
menerbitkan Surat Tegoran, Surat Paksa, dan dapat dilanjutkan dengan
tindakan paksa yang bersifat lebih keras, seperti penyitaan, pelelangan
Sedangkan dalam Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan yang disebutkan dalam Pasal 13
menyatakan bahwa jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat
Tagihan Pajak (STP) yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih
dengan menggunakan surat paksa.

Sebagat upaya penagihan pajak dengan surat paksa yang terakhir
adalah pencegahan dan penyanderaan terhadap diri Penanggung Pajak,
yang harus memiliki persyaratan khusus sebelum pelaksanaan
penyanderaan tersebut berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.
137/2000 dan Pasal 33 UU No. 19/2000 jo UU No. 19/1997. Namun,
penagihan paksa tersebut apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang
mendesak dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya Sesuatu yang
akan mengakibatkan pajak yang terhutang tidak dapat ditagik atau ada
ittkad tidak baik dari Penanggung Pajak untuk tidak melunasi pajak

sekurang-kurangnya Rp 100.000,000,00 (Seratus Juta Rupiah).

0 . .
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Untuk itu, pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan
eksekusi penyitaan harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait,
dalam hal ini pihak kepolisian setempat dan Rumah Tahanan
(RUTAN) yang akan menjadi tempat penyanderaan sesuai dengan
Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dengan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-02.UM.09.01
Tahun 2003 tertanggal 23 Juni 2003, Nomor : 294/KMK-03/2003

tentang penyanderaan Penanggung Pajak.
IV2, Saran

a. Penjelasan Pasal 13 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1985 harus
direvisi karena mendasarkan penagihan PBB dan surat paksa dengan
berdasarkan pada "Indang-undang Nomor. 19 Tahun 1959 tentang
pengertian pajak dengan surat paksa. Sedangkan Undang-undang
tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku melalui Undang-undang
Noroor. 19 Tahun 1997 yang telah dirubah lagi denganUndang-undang
Nomor. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

b. Sekalipun pajak merupakan pendapatan utama Negara bagi
kesejahteraan masyarakat dan perlunya mendorong peningkatan
kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakan dimana upaya paksa dengan jalan antara lain melalui
penyanderaan dalam svatu negara hukum yang menjunjung tinggi

tegaknya hukum dan keadilan, maka oleh karena ity Undang-Undang
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No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa,
sepanjang mengenal penyanderaan yang dilakukan oleh Birokrasi
Pemerintahan (Pasal 33 dan Pasal 34) sebaiknya dilakukan peninjauan
ulang. Karena perampasan atas kebebasan dan kemerdekaan orang
merupakan HAM. Oleh karenanya atas kebebasan manusia
seyogyanya diputuskan oleh badan peradilan dalam hal ini Hakim
sebagai penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan yaitu

pengadilan sebagai lembaga yudikatif.
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Kedua atas Undang-undung Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2000 Tentang Perubahun
Atus Undang-Undung Nomor : 19 Tahun 1997 Tentang Penagihun Pajok
Dengan Surat Paksa.

Peraturan Pemerintah 137/2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penvanderaan,

Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi
dalam Rangka Penagihun Pajak Dengan Surat Puksa.

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ... Arief Wahyudi
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Surat Ketetapan Bersama (SKB) antara Menteni Keuangan Republik Indonesia
Denpan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor : 294/KMK.03.2003.
Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak vang Disandera di Rumah
Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Peksc.

Keputusan Dircktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-218/PJ/2003 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama
Baik Penanggung Pajak vang Disandera.

Sumber Lain

Direktorat PBB dan BPHTP, Direktorat Jenderal Pajak, “Dasar dan Peraturan
Penagihan Pajak”, 2006

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, “Pedoman
Penagihan Pajak”, 2005.

Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan, Departemen Keuangan Republik
Indonesia, "Modul Penagihan, Juru Sita, dan Lelang”, Modul Intern
Pusdiklat Perpajakan, Tanpa Tahun

WWW. Pajak go.id.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
: DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SURABAYA DUA

SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK BUMFDAN BANGUNAN

' 75 _ _ : —
or: STP 2~ 7/ANPJ 11/KB._02( 05 L ) -
Iangaal Penerbitan : f jfgpper 2005 _ - Tahun :2005

Jumiah pa;ak yang terutang yang Rp227,07%,428

masih harus dibayar - | Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Pulth Sembilan Ribu Empat Ratus
Dua Puiuh Delapan Rupiah. _ .
Letak Obyek Pajak . Nama dan aiamat Wajib Paiak
Kabupaten/Kota :  Surabaya ' . T o
Kecarnatan : Tambaksari _ TR
Desafdelurahan :  Pacar Keling Surabaya
] Alamat : : 3 e ’
NOP: 35.78.120.001.017.0129.0' 4 e e .-N PWP :
Perinc_fgn béjak yang terutang - ' -
1 | Pajak yang terutang menurut SPPT/SKP) tahun 2005 . i . Rp218.,345.604
. 2 | Telah dibayar tanggal By |
3 | Pengurangan '
4 | Jumlah yang dapat dipertitung“an {angka 2 + angka 3)
5 | Pajak yang kurang dibayar {angka 1 — angka 4) Rp218,345,604
6 | Denda Administrasi 2% x 2 bulan x Rp218,345,604 (angka 5) ' 733,824
7 | Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angkaf Ro0
, 8 | Pejak yang masih harus dibayar (5+6+7) : | . Rp227.079.428 |
Tanggal jatuh teropo ; | T.emp'at Pembayaran :

Bank Jatim Cabang Utama _
J! Jag:r Wonokromo 100 Surabaya

PERHATIAN

1. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumni dan Bangunan ini harus dilunast -5/
paking lambat 1(satu) bulan sajak tanggal diterima,

2. Apabila setelah lewat tanggat Jatuh tampo utang pajak belum
dilunasi, maka tindakan penagihan akan diianjutkan dengan
;?anerbdan Surat Tegoran, Surat Paksa, pelaksanaan sifa dan

ng.

{Fasal 11 ayat (4) dan pasal 13 Ul Na, 12/1994)

No. 19 Tahun 1897)

""""" e s s s A= - = = Potara i e _____ T T
N ... ---- P Potang di sini = -« « - - - = - - = &~ - -
' . Diterima tgl /Y /L Zad}
Nama WP ! _h.‘!_(-é—l erima
§ NOPFTahun . 56.78.120.601, 09 0129012005 <
Ketetapan :Rp227,079,428 j %-
N:.QSTF;’ PBB - STP-I0y WPJ.11/KB.0206/2005 . ‘
Tanggal Penerbitan  : 7 €4 ~:2005 _ S 1 S
Y
Nam )zl#e:p?ld:tanda tangan

| KP.PBB 3.10-00 - Lem"aarkcl WP / Lembar ke-2 : ¥P PBB

sis ' Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ... . Arief Wab .‘
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ADLN - Perpustakaan Universitas Airlaﬁgga
DAFTAR PENERBITAN STP TAHUN 2008

30 [POKOK KETETAPAN '
) oL MAMA WPIALAMAY 4 NOP TH. PAIAK
1 2 3 4 5 [ 7
MARET 2008
)] /0308 [Yayssan Perguruan Tinggl Untag 35.78 050.006.023.0005.0 2004 26.839.950
o1A JI. Semoicwesru no. 45 2006 28.924 350
54.363.300 LUNAS
!
02 | 010308 |PT Surys Polyples Utmna 35.78 M0.012.014.0017.0 2006 12422004
JI. Rungiad Industri /356 '
03 | 010368 :PT Saja Ut Danesti 36.78 040.012.614.0014.0 2005 8330750 -
J1. Runglast Industri WS
04 | 0103568 {PT Kireum Product Indonesia 35.76 041.002.014 00030 2002 15984238 LUNAS
JL. Runglat industr 121
05 | Q1306 [Ma'sum 35.70 040.013.001.0031.0 2005 7.268.020 Lnas
Ji. Reyn Kedung Baruk 123
08 | 010306 [PT.Incoplas 35.78 041.002.014.00C6.0 1897 2283429
o7 JI Rungias Industi 147 19989 2494 912
08 2000 2263429
09 2001 4810338
10 2003 8.963.8%
13,786,042
1 01M30¢ |Sudjonc 36,78 041.004.003.0096.0 1668 1.132.576 '
12 J. Raya Jormer soni 244 1909 1+.132.576
13 2000 1.336.0816
14 2001 24873.632
15 2062 4.060.272
16 2004 8.178.208
17 2005 1.228.600
73733680
168 | 10308 |PT Murthi Komia Utema 36.78 041.004.004.0132.0 2004 49597192
19 . Prapen indeh D-14H8 2006 6,005.206¢
11,785,088
20 | 010306 {PT Delka Mull Persada 35.78 041.005.005.0292.0 2004 2720.384
2% JL. Reyn Panjang Jiwo Permai 23 ~ 2005 5335416
8,038,000
22 | 0103068 |PT Deite Mull Perssdu 35.78 041.005.005.0293.0 2004 3.408.500
23 JL. Raya Panjang Jiwo Permal 21 2005 8.885.250
10.092.750
24 | 010306 (PT Delte Multi Persada 35.78 041.005.005.0294.0 2004 589470
25 JL. Reys Panjang Jiwo Permasi 18 2005 zazMe
2.901.780
26 | 014308 (PT Dalta Muli Persada 35.78 041 00500502080 1997 842789
27 JL. Raya Panjang Jiwo Permai 11 1990 842789
) 1988 842 Tge
28 2000 734958
3 2002 T34 958
1] 2003 840294
32 2004 959.994
33 2005 3.765.762
Tesis Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ... Arief Wahyudi




_{EMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KTORAT JENDERAL PAJAK

4ANTOR PELAYANAN PBBSURABAY A Aiversitas Airlangga

SURAT TEGURAN

Nomor : ST - 62 /WPJ.11/KB.0206/2006

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara :

Nama Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak
Alamat Objek Pajak
Nomor Objek Pajak

35.78.120.001.017.0129.0

Masih mempunyat tunggakﬁn pajak sebagat berikut :

Rupiah) .~

kepada kami (Seks! Penag1han) g

Pasa] 13 U

PERHATIAN - -

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21
gDUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL

URAT TEGURAN INIL
SESUDAH  BATAS
: ) TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN

. DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.

Pasal 20 Abat {1) UU No.16 Tahun 2000)
No. 12 Tahun 1994)

Pasal 8 UU No. 19 tahun 2000
Pasal 15 UU No. 20 Tzhun 2000)

WAKTU  TERSEBUT,

*} Catatan : Belum termasuk denda 2 % per bulan sejak tangga! jatuh tempo pembayaran  ——
( dengan huruf : Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu empat Ratus Dua Puluh Delapan

Jenis | Tahun Nomor & Tanggal STP Tanggal Jumlah 'I‘}mggakan
Pajak | Pajak ' ' Jatuh Pajak
Tempo (Rp)
""‘/_{’BB 2003 | STP-1539/WPIL.11/KB.0206/2005,1 Desember 2005 | 01/01/2006 227.079.428%) -
Jumiah 227.079.428

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
! A 1997 tentang Pendgihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah
" ' f“lnggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu } han setelah tanggal surat teguran i,

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak te:rsebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan

Potongan ini
dikembalikan ke
Kantor Pelayanan
PBB Surabaya Dua

Te Es

Surat Teguran No. ST-02/WPJ. 1 1/KB.0206/2006
Rp 227.079.428

Nama Wajib Pajak
SBY{Cab)

Alamat Wajib Pajak
Gubeng

NOP. penagihan PajakBii. E&iﬂﬂgﬁpﬂaﬂ] 1.0 [_29 0

% 1
A ahlﬂilv’

LT TR T PR e IR T T i O




DAFTAR PENERBITAN SURAT TEGORAN TAHUN 2008
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

T POXOK KETETAPAN
NAMA ALAMA KETERANGAN
o ToL WP/, T NOP TH. PAMK ®p)
1 2 3 4 5 ] 7
FEBRUARI 2008
01 01006  |Pensrica DAGP VIl Sby 35.78. 120.001.021.0001.0 2005 132477488 LUNAS
Ji. Gubeng Masjid Stasiun Gubeng
02 010208  |Parumia DAOP VIIl Shy 35.79. 120.001.017.0120.0 2005 215.345.004 LUNAS
J. Gubeng Masild Stasiun Guheng
(12] Ci02/08 [Perumia 35.78. 120.001.017.0034.0 2005 40.285.318 LUNAS
J1. Indrakila 10
04 01/02/06  {Perumka DAOP Vil Sby 35.76. 120.001.015.0082.0 2004 11.862.800 LUNAS
Ji. Gubeng Masjid Stasion Gubeng 2005 16.308.800
28.272.600
05 MAO206  [Peruamka DAOP VI Sby 33.78.120.G01.021.0008.0 2005 31.33.230 LUNAS
Ji, Gubeng Masjid Stasiun Gubeng
35.78. 120.001.021.0008.0 2005 112.998.380 LUNAS
08 010206  |Perumka DAOP Vill Shy
JI. Gubeng Masijid
o7 MAO206  (Kantor PIKA 35.78.120.001.001.0037.¢ 2000 2.000.452 LUNAS
JI. Residen Sudirman 68
08 00208 |PT Kerata Api (Griya Karya) 35.78. 120.001.0{1.0047.0 19846 145850 LUNAS
JL Gubeng Masjid 1847 208.080
1898 312.268
2003 4.979.220
5.845.428
08 01/02/06  [Perunika DAOP Il Sby 35.78. 150.005.005.0006.0 2005 58.144,164 LUNAS
Ji. Gubeng Masiid
10 0102006  |Perumika DAOP Il Sby 35.78. 160.004 001.0085.0 2005 29.076.348 LUNAS
JI. Gubeng Masjid
1" 01/02/68 [PT Kereta Api 35.78. 160.001.008.0043.0 2005 78.319.033
JI. Gubang Masjd
12 /0206  jJawa Nusa Wahana, PT 35.70. 141.003.003.0133.0 2005 122.273.960 LUNAS
Ka. Pantai Mentari A-25
13 0/02/06 PT Rajawali Nusindo 35.78. 160.003.005.01583.0 2005 19.022.854 LUNAS
«. Denpasar Raya D-i"
14 1/02/08 [PT Regensi Utama Indonesia 35:78. 050.004.012.0761.0 2005 17.995.532
Ji. Raya Dharmahusada
15 010206 |H. Hokh 35.70. 042.004.018.0058.0 2005 20.386.900
Ji. Demak Jaya V/2
16 Q10206 (Anang Basr, H 35.78.040.012.001.0004.0 1994 335.240
Jl. Raya Kalirungkut 1 1896 511.600
1997 803.440
1998 603.440
2000 §61.840
2001 861.840
2002 766.000
2003 816.400
2004 2.301.600
7.361.400
Tesis Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ... Arief Wahyudi




ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PFL.AYANAN PBB SURABAYA DUA

SURAT PAKSA
Nomor : S- 34 /WPI.11/KB.0206/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB

Menimbang bahwa,

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak 7.
Nomor Obyek Pajak (NOFP) 1 35.78.120.001.017.0129.0 -
Alamat R R A U

- e, -
Ce

PR R

Sisa Pajak terutang (belum termasuk denda administrasi sejak jatuh tempo STP) :

Tahun Pajak - Nomor dan Tanggal STP / SKP Jumlah Pajak Terutang
(Rp.)
2005 STP-1539/WPI 1 1/KB.0206/2005, 1-12-2005 - 227.079.428,- -
JUMLAH| 227.079.428,- 1"

(Dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh pulub sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah)

Dengan ini :
I. Memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah sisa utang
pajak tersebut kepada Bank Pemefintah / Kantor Pos dan Giro / Bank Persepsi, ditambah

dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan
Swvrat Paksaini, - .

2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Lain vang
ditunjuk untuk melakukan pelaksanaan Surat Paksa dan melakukan penyitaan atas barang-
barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh
empat jam perintah sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas tidak dipenuhi.

A L

Ditetapkan di  : Surabaya
JP_ada tanggal  : 6 April 2006

PAJAK HARUS DILUNAS]I Da) AM WAKTU
2 x 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT J
PAKSA NI ) '
SESUDAYH RATAR WAKTU IYO TINDAK AN
PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUIEA
DEMGAN PENYITAAN

[ Fawl 12 gyst {1} UU Nomer 19 Tahun 270

AJlA KP.PBB SURABAYA DUA&

1

AL DA
BANGUNAN SURAGa YA
Oua

- 3

B AN NASUTION

Tesis

IP. 060040400

KP.PBB.5.35
Penagihan Pajak Burhi dan Bangunan ... Arief Wahyudi



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- . DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PBB SURABAYA DUA

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini ........... GEASA tanggal ...l e e
atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang memilih tempat
kedudukan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Dua di Surabaya, saya
Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabays Dua bertempat
kedudukan di J1. Jagir Wonokrome No. 100 Surabaya,

. MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara e T SBY {CAB)....ccvvecvvernrervannans tempat tinggal
di ... -, . - _ Surabaya............. v ariee e ran e an e s aae s berkedudukan sebagai
Pcnanggung Pajak..........ociiiinirinrnriricienenn Surat Paksa disebaliknya ini tertanggal
6 April 2006............ dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa terschut

memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua pulub smpat jam,
memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank Jatins Kas Pembayarap di
JL. Jagir Wonokromo No, 100 Surabaya scbanyak Rp. 3237.079.428,- dongan tidak mengurang}
kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajek Ini dan biaya selanjutnys, dan jika tidak
membayar dalam waktu yang tolah ditentukan, maka haria bendanya baik yang berupa barang
bergerak maupun bararig tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil
penjualannya digunskan untuk membayar wiang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang
berhubungan dengan pclaksaman pcuaglhan Ind.

Surat Faksa ini dapat dllanjutkan dongan tiuqupn PENYANDERAAN

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan sallnau Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/ Penanggung
Pajak, dan saya lakukan ditempat tinggai/kedudukun orang pribadi/badan yang menanggung pajak,

Penyerahan salinan Surat Paksa im djl_ukuk_an kepada .......... Y e ereraeein e ian
bertempat tinggal d1 T, L B B B o - N
disebabkan .............. R 03 8 L e o B N
Yang menerima sa}man Surat Peksa, Jurusita Pajak,-. :
/ EDDY PRAMONO

Jabatan \ - WP 510 098 (ap)
Biaya Pelaksanaan Surat Paksa scbagai berikut :
Biaya harlan Juru sita Rp. 30.000,- TR
Biaya perjalanan - Rp. 20.000.- D e
Jumlgh .ooiiviies s, Rp. 50. 000 -

FoiART LR

A A b ea 1 AL H
fi il o .

KP.PBB.5.35

Tesis . Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ... Arief Wahyudi
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ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR PENERBITAN SURAT PAKSA TAHUN 2008

Iy A

i NAMA WP/ALAMAT NOP TH. PAsAK|FOROKKETETZPAN | arenancan
NG TGL )
9 2 3 4 5 < 7
FEBRUAR} 2006
01 | 020206 |SaunahvSetadi Yudho 35.78, 141,001.003.0071.0| 198 274286 PEMBATALAN 8P
J1. Sukolio teasg B80S 743
1897 605,743
1998 752768
1999 752.768
20400 752,768
2001 752.768
2002 2.352.400
2002 252400
2004 2858168
I 12.658.812
02 | 020208 [YP Parbanas |35.7s. unU.004.002.00120] 2005 18544440 LUNAS
Jl. Nginden Semalo 3§
03 | 0200206 {Gunawan 195,72, 120.002.0100233.0] 1998 766470
M. Kaji Kepiting 83 1097 798,540
1998 2.186.800
1999 2.185.800
2000 2.567.400
| 2001 2.571.080
2002 3.028.268
2003 £.378.924
2004 5.378.624
24.851.208
04 | 020206 |Tikno Wibowo ’35.79. 120.002.008.0330.0; 1997 230.720
JI, Kaii Kepiting $17A 2001 358400
2002 448.000
2003 838400
2004 2.078.720
i 3.754.240 LUNAS
i 57.209.608
05 | 020206 |Budi Said Iss,m. 054.006,005.0086.0f 2005 70.470.898 LUNAE
Jl. Jaksa Agung Suprapto 68 |
a8 020206 |0si Boen Liang Wijaya :39.1'6. 120.003.017.0018.C 19496 2050658
JI. Kapas Krampung 234 | 1997 2.130.824
19490 2.522.380
| 1999 2.522 380
. ] 2000 2.752.138
| 2001 2.752.138
-! 2002 3.090.674
I 2003 3558.276
X 2004 4.703.584
| 26.002.046
07 | 020206 [H.Hadi Soenatto !'35_78 120,002.010.02320| 1998 528.150
JI. Katli K=piting B3 ) 1999 689,885
. 2001 783.435
} 2002 695.004
! 2003 2.954 864
b 2004 3.074.204
; 8.924.542
|
08 | 020206 |[Nunung Abdullah, SH, Dra ‘ias‘va, 040.006.031.00840| 10896 1.158.300
JI. Rungiat Harspan D-28 ! 1997 1.158.300
Tesis Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ... Arief Wahyudi



L NammWaﬁb.: Pajak!l’mﬂmmg Pajak I
Nomar Bbyek Fajak (NOP) 1
A 1 d m at

Pcnyembm Salm,mrSm‘at niks padatanggal
2 Benta_Acampe!aim 'Sinithhatcrlnmpm o

- m.hpqd:

ym.hdibqr_.

'-"z’z‘?;éﬁ.tz’a{ :

| 221omars|  227omans|

B Obycksua -

I Iems BamngBememk  Terlet i |
2 Jaﬁsmegkgemk ¥ —— 'Tgf""':y-di: »
 Tanah dan Bangunan ~ .e' m"':; P

Apabﬂahalamannuudakwhlppetgmakanhnlammsebaliknya.
I KesmkmdanUmﬂJummta > - B ,

. Salingn SP diterinig-oleh’ PnyoAdt (Estaf __wh:gan)dansar@upmmk
Menurut WP behwid NIQP serlalutiiiggi 7 sehinggs berakibat Ken

menculcup1hmegpajakmada‘dmse._:;.,,.__ 1 ke

"-::--L.-_:Rp 15, 000 00Q. 000 -

- Usul t:ndakmpenagﬂ-nm d.merusknndgn 'talmébﬂalmmng pajakudak dxlunam

Mengetahui :

KEPALA SEKSIPENAGHAN = . = .-+

' JURUSITA PAJAK

ERDY PRAMO’\I 3]
Nl'P 510098140

dxsampmkankePP L
_fﬁajakwﬂnnmgta}umioos lebih
i-cash flow yang ada tidak

Sumbayn, 26- 4 2006

Faswl 12 ayst (1) UV Nomer 1

Tesis Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ...

Arief Wahyudi




ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PBB SURABAYA DUA

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
Nomor: S- 94 /WPJ.11/KB.0206/2006

Qleh karena Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

Nama
NOP
Alamat

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor

: 35.78.120.001.017.0129.0

S-34/WPJ.11/

KB.0206/2006 tanggal 6 April 2006 hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang
masih harus dibayarnya, maka sesuat dengan ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 19
Tahbun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada :

Nama : Eddy Pramono
NIP ;510098140
Jabatan

Surabaya Dua.

: Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Banguman

Untuk melakukan pényitaan barang-barang ( Barang Bergerak dan/atau barang tidak bergerak )
‘milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak / Penanggung
Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia
yang telah mencapai usia 21 {dua puluh satu} tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan ‘Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari

setelah pelaksanaan penyitaan,

—_—

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14
{ EMPAT BELAS ) HARI SETELAH
DILAKSANAKAN PENYTTAAN SESUDAH BATAS
WAKIU ITU, KAMI AKAN MENGAJUKAN
PERMINTAAN KEPADA KANTOR LELANG
NEGARA AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH
DISITA DIJUAL DIMUKA UMUM/DLIUAL
LANGSUNG KEPADA PEMBELI

(Pasal 25 UU Nomor 19 Tahun 2000)

Tesis
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d BANK INDONESIA

DEPUTI GUBERNUR SENIOR ' S

No. % 3 /DGCS/DPNP fakarta, 74 Junt 2006
Lamp.: T berkas '

Kepada

Seluruh Bank Umum
ci :

- INDONESIA

Perihai : Pemblokiran dalam rangka penaginan pajak
Menunjuk surat Menteri Keuangan Rl No. S-197/MK.03/2006 tanggal 10 Mei

2006 perihal tersebut di atas (copy terlampir), dengan ini kami sampaikan hal-hal

sebagai berikut: :

1. Sesuai Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak gengan Surat Paksa. datam sangia
pelaksanaan penagihan pajak, deiinisi pemblokiran diatur sebagai berikot:
“Pemiblokiran adulah tindakan pengamaian harta kekayaan milik Ponanggung
Pajak yang terstmpan pdda bank dangan juean agar ierhadap harta kekavaon
dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain pepnambahan jumliah ati
nifai.”

2. Mengingat ketentuan tentang pemblokiran sebagaimana diatur dalam PP No. 135
Tahun 2000 tersebut merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan
yang oerlaku dan tidak terdapat pertentangan dengan ketentuan di bidang
perbankan, maka ketentuan pembickiran dirmuisud berlaky sepenuhnva hagi
perbankan.

Demikian agar Saudara maklum.

DEPUTE GUBERNURK SENIOR
BANK INDONESIA -

el

7'{4—5ﬁ b

Mir:anda -§. Goeltom

cc : - Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Rl

R Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ... ' Arief Wahyudi



DEPARTEMEN KEOANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTORWILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR |
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUIAN SURABAYA DUA

Il lagir Wonokromo 100 Surabaya 60238 _ Telp. : (031) 8483812
Homcgas_s DJP: hgﬂwww.ga‘!ak.go.id Fax. : (03!) 8483914
Nomor : 8- 910 /WPI.11/KB.0206/2006 22 Juni 2006
Sifat : Penting/Segera '
Lampiran : 1 {satu} set
Hal - : Permintaan Pemblokiran Kekayaan

Penanggung Pajak yang tersimpan
Pada Bank Negara Indonesia (BNI)

Kepada Yth.

Sdr. Pimpinan BNI Cabang Surabaya
JI. Gubenur Suryo No. 36

Surabaya

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 563/KMKX.04/2000 teatang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan
Penanggung Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan
pemblokiran dan pencatatan atas kekayaan berupa deposito berjangka / tabungan / saldo rekening
koran / giro / bentuk lain yang dipersamakan dengan itu *) atas nama :

Nama N Mgy — -

NOP :- 35.78.120.001.017.0129.0

- 35.78.120.001.015.0082.0
- 35.78.120.001.001.0047.0
- 35.78.120.001.001.0037.0

Nomor Rekening  : 0048795831 dan 0048795820

NPWP : 01.000.016.4-606.001

Alamat Vg e A A
Untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang pajax sebagaimana dimaksud dalam Surat Paksa
Nomor S-34/WPJ.11/KB.0206/2006, S-37/WPL11/KB.0206/2006, S-35/WPJ.11/KB.0206/2006 dan
S-15 WPJ.11/KB.0206/2006 tanggal 6 April 2006

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara , diucapkan terima kasih.

* ) coret yang tidak perlu 27 JUN 7505
LU
5.5.0.24.81
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Surdbaya, 30 Juni 2006 -
uo 03 <l &l

Nomor  : Sby/ 5§ / /R

Lamp -

Kepada

Kantor Pelayanan Pojak Bumi dan Bangunan
Surabaya Dua

Jl.Jagir Wonokromo No.100

Surabaya

Perinal  : Permintaan pemblekiran

surat KPP Bumi dan Bangunan .Surabcwa Duga No.5-910/WPJ.11/KB.0206/2006 tanagai 22 Juni 2006

Menunjuk surat tersebut diatas perihal pada pokak surat, dengcm ini kami informasikan hal-hal
sebagai berikut :

L. Bﬂﬂk BNI Cabang Surdbaya teidh melaksanakan pemblokiren rekening an: :
) . - Surabaya dengan nomor rekening 0048795831 pada Tanggal 28 J'unl

'. }

2006
2. Pemblokiran rekening tersebut diatas difakukan dengan jumlch sesuai Surat Paksa
sebagai berikut :
s No.5-35/WPJ.11/KB.0206/2006 tgl.6 April 2006 sebesar Rp.8.335.852 -
+ No.5-15/WPJ.11/KB.0206/2006 tgl.6 April 2006 sebesar Rp.2.960.669 -
*  No.5-34/WPJ.11/KB.0206/2006 tql.6 April 2006 sebesar Rp.227.079.428 -
No.5-37/WPJ.11/xB.0206/2006 tgl.6 April 2006 sebesar Rp.32.274.576 -
Total diblokir sebesar Rp.270.650.525 -
3. Terlampir kami sampaikan bukti pemblokiran rekening tersebut diatas.

!

Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

'

FT. Bank Megara Indonesia ( Pereera) Thk
Kantoe Cabrang Surabeya

Jalen Gubernue Surys 36 Surcbaya 60271
Telp.031-5320841 545320844

Fax. 031-5310119 & 5457725
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BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
NOMOR : BAS- 914/WPI.11/KB.0206/2006

oPada hari i ........ RABY .tanggal 2B U 200G tas kekuatan Surat

" Perintah Melaksanakan Penyltaan chala K.P PBB Sura.haya Dua.Nomor S-914(WPJ 11/ KB,0206/2006
tanggal 22 Juni 2006 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini
memilih domisili di kantomya di Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya, berdasarkan Surat Paksa yang
dikeluarkan tanggal 6 April 2006 nomor : S-34/WPJ.1 [/KB.0206/2006 yang telah diberitahukan dengan
resmi kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, bertempat tinggal di Surabaya dengan dibant: 2
(dua) orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua pulsh satu) tahun atau telah
dewasa dan dapat dipercaya, yaity :

1. SETIONO,SE pekerjaan PNS
2. ) . Hend guulv:AJ"ro pekerjaan BOT '4(.

- Telah datang dlrumah/perusahaan Wa_]lb Pajak / Penanggung Pajak :

Tesis

Nama
NOP : 35.78.120.001.017.0129,0
Alamat T .

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang miltik Wajib Pajak/Penanggung
Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini

STP/SKP | Tahun Pajak Nomor dan .Tanggal STP / SKP Jumlah Tunggakan

STP 2005 STP-1539/WPJ.11/KB.0206/2005 227.079428.- %)
' 1-12-2005

* (sisa pajak terhutang belum termasuk denda administrasi sejak jatuh tempo STP)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut

1. Jerus barang bergerak Terletak di : - Takstran harga
" Rp.
Rp. .
2. Jenis barang tidak bergerak : Terletak di Taksiran harga :
N Rp. e
Blokir Rek BNI Cab Sby JL Gubernur Suryo 36

Surabaya Rp.  227.079.428,-
........... Rp. oo
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+ - Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

Kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut akan
dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara, pada tanggal dan ditempat yang
akan ditentukan kemudian /dijva! langsung kepada pembeli.

Untuk penyimpan barang-barang yang telah disita , saya Jurusita Pajak menunjuk ..................
oW RELYe AR yang bertempat tinggal di - . -~ Surabaya .sebagai
penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya
sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi'di atas, yang farut pula
menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung
Pajak.

“’*"&/PRAMONO
NIP 510098140

( ‘ g
)
Biaya penagthan pajak yaitu :
- Biaya harian Jurusita Pajak dan Saksi Rp. 75.000,-
- Biaya Perjalanan Rp. 25.000.-
Jumlah Rp. 100.000,-

Telalvbelum dilunasi *)

*} coret yang tidak perlu

CATATAN: '
Memindahtaogankan,merusak, atau mengelapkan barang-barang sitaan ini adalah

perbuatan yang diancam hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231,372
dan 375 KUH Pidana.
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